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Muara Labuh dapat diselesaikan dengan baik. Laporan

' Pelaksanaan Kegiatan ini disusun sebagai dokumentasi

hasil kerja selama tahun 2023 dan sebagai bentuk
pertanggung jawaban melaksanakan tugas pokok dan
fungsi Pengadilan Agama Muara Labuh dalam
menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan
perkara yang diajukan kepadanya. Disamping itu,
Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dimaksudkan
sebagai bahan evaluasi serta dasar penyusunan
program kerja Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun
2023.

Lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama merupakan titik awal untuk
mendapatkan kedudukan sebagai lembaga Peradilan
yang sebenarnya, Undang- undang ini telah membawa
perubahan yang besar terhadap fungsi, kedudukan dan
kewenangan Peradilan Agama di Indonesia. Kemudian
dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 sebagai perubahan pertama dan Undang- undang
Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut di
atas, semakin memantapkan eksistensi memantapkan
eksistensi Peradilan Agama Undang-undang tersebut

telah menjadikan Peradilan Agama sebagai lembaga
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kekuasaan kehakiman yang mandiri (court of law),
sejajar dengan lingkungan Peradilan lainnya dan juga
indepeden dari campur tangan ekstra yudisial.
Selanjutnya dalam menilai kinerja lembaga ini, perlu
adanya prinsip keterbukaan. Keterbukaan ini
merupakan kunci lahirnya akuntanbilitas. Dari dasar
pemikiran tersebut, maka Laporan Tahunan ini dibuat
untuk memenuhi prinsip tersebut. Mungkin dalam
penyajian laporan ini banyak dijumpai kelemahan dan
kekurangan, namun demikian ini adalah usaha
maksimal dari segenap aparat Pengadilan Agama
Muara Labuh. Semoga dapat memberikan gambaran
tentang aktivitas dan kinerja yang telah dan akan
dilakukan di lingkungan Peradilan Agama Muara
Labuh.

Tujuan dari laporan tahunan ini juga memetakan
faktor-faktor pendukung faktor-faktor pencapaian
program dan kendala-kendala yang menjadi
hambatan serta solusi yang diambil dalam mengatasi
permasalahan.

Diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dari
semua pihak, semoga di masa-masa yang akan datang

bisa lebih baik lagi dan bermanfaat

= -Muara Labuh, 29 Desember 2023
P Ketua

9BL0425 $00904 1 004

m
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BABI
PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan selama setahun. Hal ini
menjadi salah satu wupaya institusi dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (Good Govenance). Pekerjaan yang menjadi rutinitas
tahunan ini merupakan salah satu bentuk manifestasi dalam melakukan
evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama
satu tahun anggaran, baik kegiatan yang berupa tugas fungsional, tugas
struktural, pembangunan dan lain sebagainya.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan, selain sebagai bahan evaluasi dari
rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga
sebagai pedoman dalam menyusun langkah - langkah pada tahun
berikutnya. Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang disusun secara hierarki
merupakan bahan bagi Mahkamah Agung untuk menyusun berbagai
kebijakan agar dapat menarik sebuah langkah yang lebih tepat dan sesuai
dengan kebutuhan.

Amanah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi landasan
yuridis bahwa Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga kekuasaan
kehakiman di Indonesia. Pelaksanaan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman
di Indonesia merupakan pengadilan bagi pencari keadilan yang beragama
Islam menyangkut perkara-perkara tertentu, yakni bidang perkawinan,
kewarisan, hibah, wasiat, wakaf dan ekonomi syariah. Dimana Pengadilan

Agama mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili serta

’
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menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Berdasarkan hal itu, Pengadilan Agama Muara Labuh sebagai
pengadilan tingkat pertama yang wilayah hukumnya meliputi 7 (tujuh)
Kecamatan pada wilayah Kabupaten Solok Selatan telah berupaya
mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari
keadilan. Dalam upaya penegakan hukum dan keadilan diperlukan adanya
kebijakan-kebijakan yang perlu dirumuskan untuk mewujudkan sistem
peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Kebijakan-kebijakan
dimaksud tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat teknis tetapi juga
non-teknis misalnya Kketersediaan Sumber Daya Manusia, sarana dan
prasarana.

A. KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN.

Dinamika masyarakat, perkembangan dan kemajuan komunikasi,
teknologi dan informasi menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh
seluruh aparatur negara, termasuk Badan Peradilan Agama dengan respon
yang tepat. Salah satu bentuk respon tersebut, Badan Peradilan Agama telah
melakukan gerakan Reformasi Birokrasi. Pada sisi lain, dengan melakukan
Reformasi Birokrasi akan mempercepat terwujudnya tujuan nasional.
Reformasi Birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun Aparatur
Negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas
umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Mahkamah Agung salah satu Lembaga Tinggi Negara yang
melaksanakan fungsi negara di bidang yudikatif bersama 4 badan
lingkungan peradilan di bawahnya, dituntut untuk menunjukkan
kemampuannya mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif,
efisien, transparan dan akuntabel, sehingga dapat menciptakan perbaikan
dan kepercayaan masyarakat. Dalam mewujudkan lembaga yang demikian,
Mahkamah Agung menyusun Rencana Strategis sebagai suatu kebijakan
yang dijabarkan dalam blueprint.

Berpedoman pada kebijakan Rencana Strategis Mahkamah Agung,

e —

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Agama Muara Labuh2



Pengadilan Agama Muara Labuh sebagai salah satu pelaksanan kekuasaan
yudikatif dalam lingkungan peradilan agama, telah menyusun Rencana
Strategis 2020-2024 yang setiap tahunnya diuraikan dalam Rencana Kinerja
Tahunan danPenetapan Kinerja Tahunan. Selanjutnya dari penetapan
kinerja dan rencana kinerja tahunan tersebut disusun kegiatan-kegiatan
dalam kerangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Agama Muara Labuh untuk memberikan pelayanan yang prima
kepada pencari keadilan khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman telah membawa babak baru dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Undang-undang tersebut mempengaruhi
pelaksanaan penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Perubahan
perundang-undangan membawa implikasi munculnya unit-unit kerja baru
dengan tatanan penyelenggaraan peradilan dan perubahan sistem
penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Maksud lahirnya perundang-
undangan tentang peradilan tentunya peradilan mempunyai aturan yang
jelas, lugas, rinci dan menyeluruh untuk melakukan agenda mewujudkan
kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Perubahan tersebut
diharapkan dapat memberikan pedoman untuk mengatasi berbagai
kompleksitas permasalahan yang muncul bagi penegak hukum dan
masyarakat. Di samping itu diharapkan juga dapat memberikan referensi
bangsa dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita bersama.

B. PROFIL PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH.

PROFIL
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

1. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Muara Labuh

Pengadilan Agama Muara Labuh lahir pada hari Kamis 09 Juli 1959

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang

—
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Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah diluar Jawa
dan Madura serta diluar Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
Pada awal terbentuknya, personil Pegawai Pengadilan Agama Muara

Labuh hanya 3 (tiga) orang sebagai berikut:

1. Dja’far Datuk Rajo Pandapatan sebagai Ketua,
2. Baharuddin Datuk Rangkayo Batuah sebagai Tata Usaha
3. Zainir sebagai Juru Ketik.

Awal berdiri Pengadilan Agama Muara Labuh berkantor
sementara di rumah Dja'far Datuk Rajo Pandapatan (Ketua) di Batang
Laweh Nagari Pasir Talang Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu dan
belum mempunyai inventaris kantor. Pada tahun 1960 kantor
Pengadilan Agama Muara Labuh pindah ke Pasar Muara Labuh dengan
menyewa rumah penduduk setempat dan pada tahun itu juga untuk
menunjang kinerja perkantoran maka ditambah pegawai sebanyak 2
(dua) orang dan dilengkapi dengan penambahan sarana dan
prasarana kantor dari Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah
Propinsi, berupa meja, kursi dan lemari serta satu buah mesin ketik
dengan merk Smit Korona.

Dalam perjalanannya, sejak tahun 1961 sampai tahun 1970 kantor
Pengadilan Agama Muara Labuh sudah empat kali berpindah tempat
dengan cara menyewa rumah penduduk di sekitar Pasar Muara
Labuh. Pada tahun 1971 dibangun kantor sementara/darurat
Pengadilan Agama Muara Labuh yang berlokasi di sebelah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu.

Pada tahun 1981 dibangun kantor permanent di Jalan Gumarang
Kecamatan Sungai Pagu dengan anggaran biaya dari Departemen
Agama RI sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dengan luas
tanah seluas 450 meter persegi, dan pemakaiannya diresmikan oleh
Direktur Peradilan Agama RI pada tahun 1982.

Pada Tahun Anggaran 2000 Gedung Kantor Pengadilan Agama

—
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Muara Labuh direnovasi dengan alokasi dana melalui Daftar Isian
Proyek (DIP) Departemen Agama RI sebesar Rp.75.000.000,-(Tujuh
puluh lima juta rupiah). Selama pekerjaan renovasi gedung, Pengadilan
Agama Muara Labuh berkantor sementara di ruang sidang Pengadilan
Negeri Koto Baru di Pasir Talang.

Pada Tahun Anggaran 2005 Pengadilan Agama Muara Labuh
mendapatkan alokasi anggaran dana untuk pembangunan gedung baru
melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung RI
sebesar Rp.490.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
Pembangunan tahap I gedung Pengadilan Agama Muara Labuh yang
dilaksanakan pada tahun 2005 berlokasi di Jalan Raya Muara Labuh -
Padang Aro Km.12 Ampalu, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok
Selatan di atas tanah seluas 2.000 M? yang merupakan tanah wagqaf
Almh.Djarniah, AB bersaudara, Suku Tigo Lareh kemenakan Dt.Bando
Labieh. Melalui DIPA Tahun Anggaran 2007 Pengadilan Agama Muara
Labuh mendapatkan lagi alokasi anggaran pembangunan tahap II
sebesar Rp.570.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh juta rupiah), sehingga
gedung Pengadilan Agama Muara Labuh dalam tahun 2007 dapat
diselesaikan pembangunannya, dan mulai ditempati pada tanggal 13
Oktober 2009.

Meskipun pada tanggal 13 Oktober 2009 gedung kantor Pengadilan
Agama Muara Labuh telah ditempati, namun peresmiannya baru
dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 oleh Ketua
Mahkamah Agung RI Bapak Arifin A Tumpa di Pontianak Kalimantan
Barat bersamaan dengan peresmian 56 gedung kantor Pengadilan

baru dari empat lingkungan peradilan se-Indonesia.

e —
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Gambar 1.1 : Kantor Pengadilan Agama Muara Labuh

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
JIn. Raya Muara Labuh - Padang Aro, Km. 12 Ampalu

Website : www.pa-muaralabuh.go.id
Email : pa.muaralabuh@pta-padang.go.id

2. Letak Geografis Pengadilan Agama Muara Labuh
Pengadilan Agama Muara Labuh berlokasi di wilayah Kabupaten
Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat yang secara geografis berada
01°00'59"-01°46'45” Lintang Selatan dan 101°53'24"-101°41'41"
Bujur Timur dengan luas wilayah 3.346,20Km? dibagian Selatan Provinsi
Sumatera Barat.
Penduduk Kabupaten Solok Selatan mayoritas Suku Minang
dengan dua wilayah adat, sebagai berikut:
1. Alam Surambi Sungai Pagu di bagian Barat, yang mendiami
Muara Labuh sepanjang aliran Batang Suliti dan Batang
Bangko terdiri dari 3 kecamatan:

- Kecamatan Sungai Pagu.

- Kecamatan KotoParik Gadang Diateh.

e —
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- Kecamatan Pauh Duo.
2. Rantau XII Koto di bagian Timur, yang mendiami

sepanjang aliran Batang Sangir terdiri dari 4 kecamatan:

- Kecamatan Sangir.
- Kecamatan Sangir Jujuan.
- Kecamatan Sangir Batang Hari.

- Kecamatan Sangir Balai Janggo.

Disamping dihuni oleh masyarakat Suku Minang, Kabupaten Solok
Selatan juga dihuni oleh Etnis Jawa dan Etnis lainnya yang datang
sebagai transmigran dan ada juga yang datang bekerja di sektor
perdagangan dan karyawan pabrik. Etnis Jawa dan Etnis lainnya
tersebar di beberapa tempat, antara lain:

1. Kecamatan Pauh Duo di Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo
(Sungai Duo dan Tubo Taratak Tinggi) dan Nagari Pekonina
Alam Pauh Duo.

2. Kecamatan Sangir di Nagari Lubuk Gadang (Sikinjang dan
Sukabumi) dan Nagari Lubuk Gadang Selatan (Sungai Lambai
dan Bangun Rejo).

3. Kecamatan Sangir Balai Janggo di Nagari Talunan Maju dan
Nagari Talao.

4. Kecamatan Sangir Batang Hari di Nagari Dusun Tangah.

3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Labuh

Sebelum tahun 2004, Pengadilan Agama Muara Labuh wilayah
hukumnya hanya Kecamatan Sungai Pagu dan Kecamatan Sangir
Kabupaten Solok. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003,
pada tanggal 7 Januari 2004 diresmikan 24 Kabupaten baru di
Indonesia, tiga diantaranya berada di Provinsi Sumatera Barat, yaitu

Kabupaten Pasaman Barat pemekaran dari Kabupaten Pasaman,

—
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Kabupaten Dharmasraya pemekaran dari Kabupaten Sijunjung dan

Kabupaten Solok Selatan pemekaran Kabupaten Solok.

Dengan pemekaran tersebut, wilayah hukum Pengadilan Agama

Muara Labuh menjadi 7 (tujuh) kecamatan sebagai berikut:
1. Kecamatan Sangir,
2.Kecamatan Sangir Batang Hari,

3.Kecamatan Sangir Balai Janggo,

4.Kecamatan Sangir Jujuan,

5.Kecamatan Sungai Pagu,

6.Kecamatan Pauh Duo, dan

7.Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh.

@ BETA| WILAYAH HUKUMI
RENGADIUAN/ AGAMAIMUARA LABUH)

Kah Solek

lr\! N,
o ST

{ Kec. Koto Parik Gadang Diateh 5

Gambar 1.2 : Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Labuh

Tabel 1.1 :Luas Wilayah Hukum dan Jumlah Penduduk Kabupaten Solok Selatan

LuasWilayah Jumlah Penduduk
No Kecamatan

(Km2) (orang)
1 | Koto Parik Gadang Diateh 52410 23715
2 | Sungai Pagu 59600 33781
3 | Pauh Duo 28810 14902
4 | Sangir 63299 41822
5 | Sangir Balai Janggo 51396 17701
6 | Sangir Jujuan 27806 13809

e —
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7 | Sangir Batang Hari 27999 25682
Jumlah 311320 171412
Sumber : Data BPS Kabupaten Solok Selatan

Pengadilan Agama Muara Labuh sebagai lembaga peradilan sudah
memiliki gedung sejak tahun 2005, terdiri dari 2 lantai, dengan ruangan-

ruangan sebagai berikut :

Gambar 1.3.a.b.c : Ruang Ketua

—
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Gambar 1.5 : Ruang Hakim
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Gambar 1.8 : Ruang Panitera
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Gambar 1.9.a.b : Ruang Sekretaris
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Gambar 1.10.a.b : Ruang Pustaka
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Gambar 1.12 : Ruang Panitera Pengganti

Gambar 1.13 : Ruang Jurusita
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Gambar 1.15 : Ruang Bendahara
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Gambar 1.17 : Ruang Sidang

e —
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Gambar 1.18 : Ruang Mediasi

Gambar 1.20 : Ruang Bermain Anak
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Gambar 1.21 : Ruang Arsip

Gambar 1.22: Rec_él_)-tionis
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4. Pimpinan Pengadilan Agama Muara Labuh Masa Ke Masa

a. Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh dari tahun 1959

sampai sekarang.

Sejak berdirinya sampai

sekarang, Pengadilan Agama Muara

Labuh telah dipimpin oleh 11 (sebelas) orang Ketua, sebagai

berikut :
1 Dja’far Dt. Rajo Pandapatan 1959 - 1977
2 Syaukani Ma’arif 1977 - 1995
3 Drs. Zulkarnaini S. (PIt) 1995 - 1997
4 Drs. Muallif Datuk Mangkuto Lelo 1997 - 2003
5 Drs. Nuzirwan, M.H.L. 2003 - 2007

e ———_————————————————a
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6 Drs. Jasri, S.H. M.H.I.

2007 -2012

7 Drs. H. Mahruddin Andry, S.H. M.H

2012 - 2014

8 Drs. H. Rudi Hartono, S.H.

28-01-
2014 sd
05-03-

201

9 Nurmaisal, S.Ag., M.H.

06-03-

2018 sd
09-08-
2020

10 | Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy.

10-08-

2020 sd
14-07-
2021

11 Haris Luthfi, S.H.I.,, MA.

15-07-
2021 sd

sekarang

Tabel 1.2 : Ketua Pengadilan Muara Labuh dari tahun 1959 sampai sekarang

e —
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b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh dari tahun 1983

sampai dengan sekarang.

No Nama Periode
1 2 3
1 | Baharuddin Abidin Dt. Rangkayo Batuah 1983-1993
2 | Drs. ZulkarnainisS. 1995-2000
3 Drs. Zainal Arifin, S.H. 2000-2004
4 Drs. Jasri ,SH., M.H.I. 2004-2007
5 Drs. Mudaris, M.M. 2007-2010
6 Drs. Auzar Nawawi, S.Ag, S.H 2010-2011
7 | Drs. H. Abdul Rahim 2011-2014
8 | Dr. H. Gusmen Yefri 2016-2017
9 | Nurmaisal, S.Ag. 2017 - 2018
10 | Anneka Yosihilma, S.H. M.H. 2018 - 2019
11 | Haris Luthfi, S.H.I.,, M.A. 2020 - 2021
12 | Koidin, S.H.I., M.H. 2021 - 2022
13 | Syahrullah, S.H.I,, M.H. 2022 - sekarang

Tabel 1.3 : Wakil Ketua Pengadilan Muara Labuh dari tahun 1983 sampai sekarang

c.Panitera Kepala dan Panitera/ Sekretaris Pengadilan

Agama Muara Labuh dari tahun1970 s/d 2016:

No Nama Periode
1 2 3
1 | Jamilus Yusuf Dt. Sati 1970-1983
2 | Alwi Suri 1983-1992

e —
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3 | Drs. Rustam 1992-1996
4 | Drs. Aprizal 1996-1998
5 | Enaldi Kamid 1998-2003
6 | Ermawati.M, BA. 2003-2014
7 | Drs. H. Erigusmar 2014-2016

Tabel 1.4: Panitera Kepala dan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Muara

Labuh dari tahun1970 s/d 2016

d. Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh dari tahun 2016

s/d sekarang:
No Nama Periode

1 2 3

1 | Drs. H. Erigusmar 2016

2 | Harmen,S.Ag. 2016 -2018

3 | Nasril, S.Ag 2018- 2020

4 | Drs. Nurfadhil 2020- 2021

5 | Jacki Efrizon, S.H. 2021- 2023

6 Suherman, S.H., M.H Maret 2023 - Nov 2023
7 | Asdianto, S.H. Nov 2023- sekarang

Tabel 1.5 : Panitera Pengadilan Muara Labuh dari tahun 2016 sampai sekarang

e. Sekretaris Pengadilan Agama Muara Labuh dari tahun 2016 s/d

sekarang:
No Nama Periode
1 2 3
1 | Darnialis,S.Ag. 2016-2023

Tabel 1.6 : Ketua Pengadilan Muara Labuh dari tahun 2016 sampai sekarang

e —
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Gambar 1.23 : Struktur Organisasi

C. VISIDAN MISI

1. Visi

Sebelum dijabarkan Visi dan Misi Pengadilan Agama Muara
Labuh, perlu disampaikan Visi dan Misi Mahkamah Agung, agar ada
kesesuaian visi dan misi yang dicanangkan. Visi Mahkamah Agung
adalah “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung’,
sedangkan untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan misi sebagai
berikut :

e Menjaga kemandirian badan peradilan
Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari
keadilan

e Meningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan.

e Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Mengacu pada Visi dan Misi Mahkamah Agung di atas, maka
dirumuskan Visi dan Misi Pengadilan Agama Muara Labuh yang
ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara
Labuh Nomor W3-A9/1325/0T.01.2/X11/2021 tanggal 20
Desember 2021, agar ada kesinambungan dalam menentukan
langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam tujuan dan program
kerja.
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Adapun Visi Pengadilan Agama Muara Labuh adalah :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Labuh
yang Agung’.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Misi Pengadilan
Agama Muara Labuh dirumuskan sebagai berikut :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Muara Labuh
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada
Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpian pada Pengadilan Agama

Muara Labubh.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan
Agama Muara Labuh.

D. RENCANASTRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Labuh adalah
pernyataan komitmen aparat Pengadilan Agama Muara Labuh secara
terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja dalam pencapaian
target yang disepakati. Komitmen ini merupakan usaha yang akan
dilakukan dalam rangka mencapai tujuan. Tujuan merupakan penjabaran
dari misi yang akan dicapai dan dapat terukur dalam jangka waktu 5
(lima) tahun yaitu 2020 - 2024 dengan memperhitungkan potensi
kekuatan, peluang, ancaman dan kendala yang mungkin timbul.

Untuk pencapaian tujuan ini, maka Pengadilan Agama Muara Labuh
dengan segala keterbatasan mencoba menyusun kegiatan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan menuangkan ke dalam
bentuk Rencana Strategis 2020 - 2024.

Penyusunan Renstra akan dituangkan kedalam bentuk Form
Renstra sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 jo Nomor 29
Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja yang
berisikan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja serta

Target capaian pertahun.
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I. Tujuan

Tujuan adalah hasil yang diinginkan oleh seseorang atau
organisasi. Tujuan dapat dijadikan alat yang efektif untuk memastikan
bahwasanya setiap anggota organisasi sadar akan apa yang harus
dilakukannya untuk mencapai apa yang diinginkan oleh organisasi.
Tujuan dapat berbentuk tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan
jangka pendek.

Pengadilan Agama Muara Labuh, dalam rangka mencapai visi dan
misi yang telah ditetapkan, telah merumuskan tujuan strategis yang
ingin dicapai dalam tahun 2020-2024. Tujuan ini dirumuskan
dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang
dimiliki berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Muara
Labuh adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan
melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan penyelesaian
perkara melali pemanfaatan teknologi informasi.

3. Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan.

4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

o1

Terwujudnya kepuasan masyarakat pencari keadilan.

II. Sasaran
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang dapat diukur, yaitu
sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima
tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan 2024, sasaran ini akan
dievaluasi setiap tahunnya untuk mengukur kinerja dalam mencapai
tujuan organisasi. Sasaran yang akan dicapai tidak terlepas dari

tujuan yang telah dirumuskan di atas yaitu :
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1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan

akuntabel, dengan indikator :

e Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

e Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

e Persentase penurunan sisa perkara.

e Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
(indikator dipisah berdasarkan tahap tingkatan upaya
hukum) : banding, kasasi dan PK.

e Index responden pencari keadilan yang puas terhadap
layanan peradilan.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelasaian perkara, dengan
indikator :

e Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu.
Selama tahun 2021 berdasarkan SEMA No. 1 tahun 2011,
salinan putusan dikenakan biaya PNBP, sehingga penyerahan
salinan putusan hanya diberikan atas permintaan para pihak,
maka realisasi capaian jauh dari yang diajukan, rata-rata 25%
perbulan dari target 100%.

e Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi,. Target
tahun 2021 perlu disesuaikan menjadi 4%.

e Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi
dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu,.

e Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan, dengan indikator :

e Persentase perkara prideo yang diselesaikan.

e Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung

pengadilan.
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e Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum.

e Meningkatnya kepatuhan terhadap puusan pengadilan.

4. Persentase putusan perkara yang ditindak lanjuti

III. Indikator Kinerja

Dari 4 sasaran tersebut di atas akan dijabarkan ke dalam 13

indikator kegiatan yang merupakan Indikator Kegiatan Utama pada

Pengadilan Agama Muara labuh selama dasawarsa RPJM 2020-2024.

Indikator tersebut akan menggambarkan ukuran keberhasilan dari

suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di Pengadilan Agama

Muara Labuh.

sebagai berikut :

Adapun Indikator Kinerja Pengadilan Agama Muara Labuh

No

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

Terwujudnya kepercayaan
masyarakat terhadap system
peradilan melalui proses
peradilan yang pasti,
transparan dan akuntabel

Mewujudkan proses
peradilan yang pasti,
transparan dan
akuntabel

. Persenstase sisa perkara

perdata agama yang
diselesaikan.

. Persentase perkara perdata

agama yang diselesaikan teoat
waktu.

. Persentase perkara yang

mengajukan upaya hukum
banding.

. Persentase perkara yang

mengajukan upaya hukum
kasasi.

. Persentase perkara yang

mengajukan upaya hukum PK.

. Index kepuasan pencari

keadilan.

Terwujudnya penyederhanaan
proses penanganan perkara
melalui pemanfaatan teknologi
informasi

Meningkatkan
efektivitas
pengelolaan
penyelesaian perkara

. Persentase salinan putusan

perkara perdata agama yang
dikirim kepada para pihak tepat
waktu.

. Persentase perkara yang

diselesaikan melalui mediasai

. Persentase berkas perkara

yang dimohonkan banding,
kasasi dan PK yang diajukan
secara lengkap dan tepat
waktu.

. Persentase putusan yang

menarik perhatian masyarakat
yang dapat diakses secara
online dalam waktu 1 hari
setelah putus

Terwujudnya peningkatan
akses peradilan bagi
masyarakat miskin dan
terpinggirkan

Meningkatkan akses
peradilan bagi
masyarakat miskin
dan terpinggirkan

. Persentase perkara prodeo

yang diselesaikan

. Persentase perkara yang

diselesaikan di luar gedung
pengadilan.

. Persentase pencari keadilan

golongan tertentu yang
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mendapat layanan Bantuan
Hukum (Posbakum).

d. Persentase perkara
permohonan (voluntair)
identitas hukum.

Terwujudnya pelayanan prima
bagi masyarakat pencari
keadilan

Meningkatkan
kepatuhan terhadap
putusan pngedilan

Persentase putusan perkara
perdata agama yang ditindak
lanjuti (dieksekusi).

Tabel 1.7 : Indikator Kerja Pengadilan Agama Muara Labuh
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IV. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) diperlukan sebagai tolok ukur
atas keberhasilan sasaran Renstra dalam mencapai tujuan. Indikator

Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Labuh sebagai berikut :

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

PENANG
SASARAN SUMBER
NO INDIKATOR PENJELASAN GUNG
KINERIA KINER]A IAWAR
1. | Terwujudnya | a. Persentase itera
Proses Jumitah Perkcra yang diselresaikan tepat waktu ey
Poradilan yang lumlah Perkars yang satkan e
Pasth teprat wakiu
Transparan nimEnm
=  SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian
danAlauntabel Perkara di Peng Tingkat Pertams dan Tinghkat Banding pada
[y
*  Perbars pat waktu menggunakan informasi jangha
waktu pesn
- sh perkars yang diselessikon tops chaluh perbars yang diputus
minutasi pada tabun [termw yang]
putus slass) berjalan sesusi SEMA D 2014 padal
gadilan Tighat Pertama paling lambat 5 (lma ) bulan
*  Jumish yang diselonaikan adalab perkars yang diputus  dan
berjalan
b Persentase Panitera Laporan
Pericars yang Jumiah Perkara yang tidak mengapikan upaya hukum banding o
k negajubon i o Ak dan
beesns Laporan
P Tahunan
* jJumibsh perbar
pada tahun b
€ Persontaee Panitera
prerbiara anak Jumlats Periar deniens basasi T
yang tidak )
. Laporan
Upays Hulam | SoEatam: Tahunan
[V * Jumlsh perkara yang tdak men; an upaya hukum kasasi lah [perkara
diputus dan dim hun berjalan) jumiah periara
yang tidak J anani
- g diaclesaiban 3 b perkars yang diputus dan diminutas
pracds tahun be .
PENANG
SASARAN SUMBER
NO INDIKATOR PENJELASAN GUNG DATA
KINERJA | KINERJA JawaB
d,  Index persepsi Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan X 100 Panitera Laporan
x : ‘ X 100%
pencari jumlah Responden Pencan Keadilan Bulanan,
keadilan yang N Semesteran
: Ko e Calatan: i
uas terhada S & 5 : dan
If ¥ « PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey .
ayanan Kepuasan Masyarakat Unit Penyrlenggara Pelayanan Publik Tahunan
peradilan = Nilai Persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus 2
80
2 | Peningl A Persentase Panitera Laporan
Efektivitas salinan putussn Jumiah Salinan Putusan yang disampadcan tepat wakty oo Bisliaan
Pengelolaan yang lumlah Putusan dan
Penyelesaian disampailan ke | Lapotan
“atatan
Perkara para pihak Tahunan
- M in 20 it g Salina £ P
el walty SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan
Putusan.
o Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian
salinan putusanpenetapan sesua) ketentuan yang berlaku, untuk perkara
perdata pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana
pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14
(empat belas) hari
* Jumlah putusan adalah pemlah perkara yang diputus dan diminutas: pada mhun
berjalan
h  Persentase Panitera Laporan
perkara yang Jumniah Perka: ng diselesaikan melahui mefias X 100% Tahunan
diselesaikan Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi i .
melalui mediasi |
Catatan :
* PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosdur Mediasi di Pengadilan.
o Jumlah perkara yang diselesaikan melalu mediasi adakab jumlah perkara
mediasi yang berasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan
akta perdamaian
* Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang
masuk pada tahun berjalan
* Apakah perfu disebutkan juga tentang knteria medias yang seluruhnya
[meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil
sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya
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PENANG

SASARAN SUMBER
NO INDIKATOR PENJELASAN GUNG DATA
KINERJA | KINERJA IAWAB
3. | Meningkatnya a. Persentase Panitera Laporan
Akses Prodeo yang Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan X 100% Bulanan
Peradilan bag) diselesaikan Jumlah Perkara yang diajulan secara Prodeo dan
Masyarakat Laporan
Catatan :
Miskin dan Tahunan
» PERMA Nomor 1| Talun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi
Terpinggirkan Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
®  Definisi prodeo sesusl PERMA Nomor | Tabun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya
periar
® Perkara podeo yang diselesaikan adalah (jumlsh periar prodeo yang disjulan dan
diselesaikan dengan baya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesalan prodeo
termasuk prodec mumi
®  Hag satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodec pengadilan tidak periu
mencantumban dalam IKU nya pengadilan
h  Persentase Panitera Laporan
perkara yang Jumiah Perkara yang diselesaikandi Luar Gedung Pengadilan X 1009% Bulanan
diselesaikan di jumlah Perkara yang diajukan diselesaikandi Luar Gedung Pengadilan din
luar Gedung Catatan : Laporan
Pengadilan ® PERMA Nomor 1| Tahun 2014 tentang Pedoman Pembertan Layanan Hukum bagi Tahunan

Masyarakat ndak mampu di Pengadilan
® Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesalkan diluar Gedung Pengadilan
(setting plaarz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)

* Hagi satker yang tidak ada sidang diluar gedung pengadilan tidak perln mencantumkan
dalam IKU nyw pengadilan

P =
& Persentase miah et keadklas golengan tesir oty yang mescdapatiom Lyaman bastan bbam 0 Panitera Laporan
pencari Jumlsh permobonan Layaman huksm e Bulanan
leadilan Catatan: dan
golongan ® PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedaman Pemberian Layaran Huloum bagi Masyarakat tidak Laporan
tertentu yang mampu di Pengadilan Tahunan
mendapatkan ®  Golorgan tertentu adalah setisp orang st kelomgok of ang yang Dk moumpa secara elonom
layanan dan atau tidek memiil soes pads SFL] an bk parg e Rilcn Layana hoboam
bantuan hukum | ® 7 bysnan b adalah pierdah peoean keadlae yang werdaftar pada regisier Posbakums. Quemlah

pencart keadilan /pihak yang mendapat bontuwss bokum dengan jusnilsh Liyanan hulaum ysng terdafar

[Posbakum] pada register Poshaknm)

®  Posbalam ifu senyatanys melayani sema orang yang tdak m.
s membayar a3 pergacara

*  Bag satker yang tidak ada anggaran Peshaloom tidak perin mencintumikan dalam KU oya

pu memiusl 163 gagaLan, Tidik

pengadian
PENANG
SASARAN SUMBER
NO INDIKATOR PENJELASAN GUNG DATA
KINERJA | KINERJA JAWAB
4. | Meningkatnya  Persentase Putusan Panitera Laporan
kepatuhan serkara perdata Jumiah Putusan Perkara Perdata yang ditindakl iti (dieksebousi) X 100% Bulanan
terhadap bang ditindaklanuti Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan elsekusi dan
Putusan i diehksehusi Laparan
) Catatan : ¥
Pengadilan Tahuman
* BHT - Berkekuatan Hukum Tetap
*  Putusan yang ditindakdanjuti adalah perkara permohonan eksekust yang dapat
dilakaanakan peckars yang sudah inkrah. hak tanggungan dan tidak diapukan
permobonan eksekust
Tabel 1.8 : Reviu IKU Pengadilan Agama Muara Labuh
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA [ IKU ) SMART
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
e SMART | Achievable/ elevant Kexesuaian denga e Boung
. By Spesifik/Khusus Measurable [Terukur % Riluvnat)Clnarinien dungar | (TinsBoind/
KU ~ Mampu Dicapai | Tupoksi | Waktu
Proses peradilan | Sisa perkara perdata Jumlah Sixs Perkars yang Adanya ¢ ngan * Sisa perkara perdata agama |
yang pasti agama yang diseiresaikan witioh | | ianape tdaisdin adalah perkara perdata
transparan dan dinelenaikan Jumlah Sina Pericara yang harus anggaran agama yang belum selesal
akuntabel disclesaikan pada tahun sebelumnya
o Input adalah jumlah sisa
perkara perdata agama
talun sebelimnya yang hacus
diselesaikan pada tahun
berjalan
o Output adalah jumlah s
perkara perdata agama yang
diselesaikan pada tahun
berjalan
* SEMA Nomor 2 Tahun 2014
tentang an

an Tinghat
Handing pada 4 (empat)
lingkunganPeradila |

o Perbandingan jumlah | takvan

Jumlah Perkara Perdats Agama

Perkara perdata Ad anya dubungan

Againe Yang yang diselresaikan tepat waktu X Svge Selonle st e lesal kan
dinelesaikan tepat mlah Perkara Perdata Agama 100% anggaran t waktu dengan dengan
wiaktu yang harus diselesatkan perkars yang diselesaikan
= SEMA Namor 2 Tahun 2014
tentang penyelesaian
perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan
Tingkat Banding pac
[wmpat)
| | | | lingkunganPeradilan 1
Perkara yang tidak Jumnlah Perkara yang tidak Adanya dukungan lumiah putusan perkars adalah | 1 tahun
negajuban upaya “"“!:-"“"r- "';““-' hukum X tenaga teknis dan jumlah putusan perkara tahun
hubom Banding nding 100% | anggaran berjalan
jumlah Putusan Perkara Perdata
| Agama |
Perkara yang tidak Jumiah Perkara yang tidak Adanya dukungan Jumlah putusan perkara adalah | 1 ahun
negajukan upaya men gl upeys huloons kasast X tenagas teknis dan jumlah putus: a tahun
hukum Kasasi lars Perdats  100% | nggaran berjalan
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MART

Spesifik/Khusus Measurable /Terukur

Achievable/

Relevant /Kesesuaian dengan Time Bound/

IKU — Mampu Dicapai Tupaoksi Waktu
Proses peradilan | Perkara yang tidak Junilsh Pariara Lo, “"-";:‘"“f"”'“‘” X Adanya dukungan Jumlah putusan perkara adalab | 1 @whun
upaya hul ” y
yang pasti, negajuban upaya e !,u“up-"’: Perkars Perdata Amama~ 100% | tenaga teknis dan jumlah putusan perkara tahun
transparan dan hubkum PK ¥ 2 i R anggaran berjalan
akuntabel Index kepuasan Jumlah Perkara yang tidak Adanya dukungan PERMENFANRE Nomor 14 Tahun 2017 | 1 tahun
pencan keadilan _mengajukan up Lally i X Tenaga teknis dan Tty P':" : F‘:"sll inan Survey
Jumiah Putusan Perkara Perdata 100% RPUARR MU RING
anggaran Penyelenggara Pelayanan Publik
| | | Agama | 1
Peningkatan Salinan putusan “lH::::‘:;S"j’_‘_':;l:j'_::_":\;'l:"::’few[ Adanya dukungan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 1 tahun
Efektivitas yang disampaikan ke ki : X Tenaga teknis dan tentang Penyampaian Salinan
p.u:'p.h;.kupn jumiah Perkara Pedata Agamia 100% | anggaran dan Petikan Putusan
W
Perk o yang diputus tepat wakitu
erkara
Perkara Jumlah Perkara yang diselesatkan Adanya dukungan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 1 tahun
diselesaikan melalui melalui mediasi X Tenaga teknis dan tentang Prosdur Mediasi di
mediasi Jumiah Perkara yang dilakukan 100% anggaran Pengadilan,
Mediasi
Perkara yang Ix;‘|=u.;:\ Huk-l; Perkara yang e Adanya dukungan Jumlah perkara yang 1 tahun
dimohonkan banding, FHm A u s S et gt Tenaga teknis dan dimohonkan banding. kasasi
kasasl dan PX yang yang diajukan sroara kenglap dan b 2
et yang tepat wakmu 100% anggaran dan PK adalah jumlah perkara
iajubcan sreara d
| pghonp: e togitk Juiniah Pethara yaisg dipatas tan yang llmmhufaik.m banding,
wwnkin berjalan kasasi dan PK tahun berjalan
Putiesan perkara yang 1“""-"; Sopbipen "‘"‘:: Y. "!"'”[““ Adanya dulkungar Jumlah g perkara adalah | 1 tahun
menarik perhatian PRI RIMEENCAICTATE (S0 . ek
i v"ﬂ: % A diakses secara online dalam wakru 1 x Tenaga teknis dan Lumh:; putusan perkara tahun
dinkins sscire ol hari setelah diputus 100% anggaran il
dalam wukeu 1 hari Jumiah Putusan Perkara yang menarik
sotelah diputiis perhatian masyarakat
Mening kara prodeo yang lumiah Perkara Prodeo yang X Adanya dukungan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 1 tahun
Akses Perad selesaikan diselesalkan 100% | Tenaga teknis dan | tentang Pedoman Pemberian
! Jumlah Perkara Prodeo anggaran panan Hukum bagl Masyarakat
Sl tidak mampu di Pengadiian
| Terpinggirkan \ | | |
> s
Meningkatnya Perkara yang Jumlah Perkara yang Adanya dukungan - sor | Tahun 2014 1 tahun
Akses Peradilan diselesaikan di luar ‘“*Im“’:“""h L‘I“" Gedung Tenaga teknis dan § Pedor
i Fpr Y - % rengadilan X gl anan Hiskum bag) Masyarakat
bagi Masyarakat Gedung Pengadilan anggaran o
Miskin dan Jumlah Perkara yang diajukan 100% idak mammpu i Pengadilan
Terpinggirkan diselesaikandi Luar Gedung . Pengadilan adalah
Pengadilan u
SMART Achievable/ Relevant/Kesesuaian dengan | Time Bound
Spesifik/Khusus Measurable/Terukur "r.[.' h.' z e Waki /
IKU Mampu Dicapai upokst aktu
Meningkatnya Pencari keadilan Jumlah pencari keadilan yang i Adanya dukungan * PERMA Momoer | Tehum 2014
Akses Peradilan golongan tertentu mendapat layanan batuna hulkuwm X Tenaga teknis dan Lﬂnam P v:.mman ,:nnm—r:::
SRR Post % aya uom bagi  Masyaraiat
bagi Masyarakat yang m» I - 100% £ tiddak mampu di Pengadilan
Miskin dan layanan bantuan Jumiah pencari keadilan ® Gulongen tartents sdaleh seting stang
Terpinggirkan hukum (Posbakum) elompok orang yang tdak
®  Jumlah layanan bukim adabsh pumlsh
pencant keadilan yang terclaftar pads
Foglater Poabakusn. (juslsh peneart
keadilan pihak yang mendapat bantuan
Ihokewen dengan jumlsh layanan hukum
yang terdaftar pada regisrar Poshakum)
*  Posbakum u senyatanya melayani
emus orang vang Hdak mampy
mmsndiiat marat gugatantidak g
e ayar 3 pengacars
Perkara Ii‘l'm“h p'::_‘"" P"ilﬂ-':’“ﬁ'_-"' Adanya dukungan * PERMA Nomer | Tahun 2015 1 tahun
permohonan el “""m]d‘l"::“:::_:::' LY X Tenaga teknis dan tentang Pelayanan Terpadu Sidang
‘ = e ) : Keliling Pengadilan Negeri dan
[voluntair) identitas Jumnlah perkara permohonan 100% anggaran Pengadilan Agama/Mahkamah
hukum. {voluntair) identitas hukum yang Syar'iyah dalam rangha penertiban
diajukan pada tahun berjaian alkta perkawinan, buku nikab dan
aketa loelahiran
* SEMA Nomor 3 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pelayanan dan
pemeriksaan perkara voluntair
tabiat nikah dalam pelayanan
terpadu
®  identitas Hulum adalah orang
atau anak yang status hukumnya
tidak jelas
Jumlab Futusan Perkara Perdara yan »
Meninghkatnya Putusan perkara d;" e ”J“"i'"" Lluik»-kmi]- " Adanya dukungan BHT : Berkekuatan Hukum Tetap 1 tahun
hedshint ety | pod i i T Punsesn belars Frrdstay Ay Ly | Tenaga teknis dan
. 1 b | aRinceicaul sudah BHT dan dimohonkan untul ditindak anggaran
(chieksekuisi) Larmuti {Elcsebount)

Tabel 1.9 : Reviu IKU SMART Pengadilan Agama Muara Labuh
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BAB II
KEPERKARAAN

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH.
Secara umum dapat digambarkan keadaan perkara pada PA Muara

Labuh sebagai berikut:

1. Sisa perkara pada tahun 2022 yaitu sejumlah 4 perkara yang merupakan
perkara gugatan, jumlah ini lebih sedikit dibandingkan tahun 2021;

2. Perkara yang diterima sepanjang tahun 2023 sejak Januari hingga
Desember sejumlah 348 perkara yang terdiri atas 251 perkara Gugatan
dan 97 Perkara Permohonan, jumlah ini lebih sedikit dibandingkan tahun
2022;

3. Perkara yang diputus sepanjang tahun 2023 sejak Januari hingga
Desember sejumlah 351 perkara yang terdiri atas 250 perkara Gugatan
dan 97 Perkara Permohonan;

4. Sisa perkara di akhir tahun 2023 sejumlah 1 perkara gugatan

Secara rinci jenis perkara masuk tahun 2023 Pengadilan Agama

Muara Labuh, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 : Jenis perkara masuk tahun 2023 PA Muara Labuh

1. Izin Poligami - -
2. Pencegahan Perkawinan - -
3. Penolakan Perkara oleh PPN - -
4. Pembatalan Perkawinan - -
5. Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri - -
6. Cerai Talak 86 48
7. Cerai Gugat 201 194
8. Harta Bersama 1
9. Penguasaan Anak 2

10. Nafkah Anak Oleh Ibu

11. Hak Bekas Isteri

12. Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak - 2
13. | Pencabutan Kek. Orang Tua

14. Perwalian 5 6
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15. | Pencabutan Kekuasaan Wali - -
16. | Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali - -
17. | Ganti Rugi Terhadap Wali - -
18. | Asal Usul Anak - 1
19. Pen. Kawin Campuran - -
20. Isbat Nikah 63 53
21. Izin Kawin - -
22. | Dispensasi Kawin 56 42
23. | Wali Adhol 1 1
24. | Ekonomi Syariah - -
25. Kewarisan - -
26. | Wasiat - -
27. | Hibah - -
28. | Waqaf - -
29. | Zakat/Infaq/Shadaqoh = =
30. | P3HP/Penetapan Ahli Waris 1 -
31. Lain-Lain - -
Jumlah 415 348

Secara rinci jenis perkara diputus tahun 2023 Pengadilan Agama
Muara Labuh, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 : Jenis perkara putus tahun 2023 PA Muara Labuh

PERKARA - PERKARA
NO JENIS PERKARA PUTUS PUTUS KETERANGAN
2022 2023

A Dikabulkan - -

1. Izin Poligami - -

2. Pencegahan Perkawinan - -

3. Penolakan Perkara oleh PPN - -

4. Pembatalan Perkawinan - -

5. Kelalaian Atas Kewajiban Sm/Istri - -

6. Cerai Talak 71 36
7. Cerai Gugat 195 168
8. Harta Bersama - 1
9. Penguasaan Anak 1 =
10. Nafkah Anak Oleh Ibu - -
11. Hak Bekas Isteri - -
12.  Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak - 2
13.  Pencabutan Kek. Orang Tua = =
14. Perwalian 3 6
15. Pencabutan Kekuasaan Wali - -
16.  Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali - -
17.  Ganti Rugi Terhadap Wali - -
18.  Asal Usul Anak - 1
19. Pen. Kawin Campuran - -
20. Isbat Nikah 50 38
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21. Izin Kawin - -
22.  Dispensasi Kawin 52 34
23.  Wali Adhol 1 -
24.  Ekonomi Syariah - -
25. Kewarisan - -

26. Wasiat - -
27. Hibah - -
28.  Wagqaf - -

29.  Zakat/Infaq/Shadaqoh - -
30.  P3HP/Penetapan Ahli Waris - -

31. Lain-Lain - -

B DICABUT 19 30

C.  DITOLAK 14 18

D. TIDAK DITERIMA 2 10

E GUGUR \ 9 7 \

F DICORET DARI REGISTER - -
Jumlah 47 351

Secara rinci jenis sisa perkara tahun 2023 Pengadilan Agama Muara

Labuh, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3 : Jenis sisa perkara tahun 2023 PA Muara Labuh

A Dikabulkan - -
1. [zin Poligami - -
2. Pencegahan Perkawinan - -
3. Penolakan Perkara oleh PPN - -
4. Pembatalan Perkawinan - -
5. Kelalaian Atas Kewajiban Sm/Istri - -
6. Cerai Talak 2 -
7. Cerai Gugat - 1
8. Harta Bersama - -
9. Penguasaan Anak - -
10. Nafkah Anak Oleh Ibu - -
11. Hak Bekas Isteri - -
12. Pengesahan Anak - -
13. | Pencabutan Kek. Orang Tua - -
14. Perwalian - -
15. Pencabutan Kekuasaan Wali - -
16. Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali - -
17. Ganti Rugi Terhadap Wali - -
18. | Asal Usul Anak - =
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19. Pen. Kawin Campuran

20. Isbat Nikah 2

21. [zin Kawin
22. Dispensasi Kawin

23. Wali Adhol

24. Ekonomi Syariah

25. Kewarisan
26. Wasiat

27. Hibah

28. | Wagqgaf

29. | Zakat/Infaq/Shadaqoh

30. P3HP/Penetapan Ahli Waris

31. Lain-Lain

Jumlah 4 1

Perkara yang diputus pada Pengadilan Agama Muara Labuh
meliputi sisa perkara pada tahun 2022, kemudian ditambah
penerimaan pada tahun 2023. Sisa perkara tahun 2022 sebanyak 4
perkara dan tahun 2023 telah diterima 348 perkara sehingga
jumlahnya sebanyak 352 perkara, telah diputus sebanyak

351perkara, dengan keadaan sebagai berikut :

e Dikabulkan : 286 perkara.
e Dicabut : 30 perkara
e Ditolak : 18 perkara
e Tidak diterima : 10 perkara
e Gugur : 7 perkara
e Dicoretdariregister : 0 perkara

Jumlah : 351 perkara
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Berikut statistik perkara Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2023 :
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Grafik 2.1: Statistik perkara tahun 2023 PA Muara Labuh

Dari keadaan dan penyelesaian perkara ditahun 2023 jika

dipersentase maka diperoleh nilai 99,14% dihitung dari jumlah

keseluruhan perkara dibagi dengan jumlah perkara yang diputus di

Pengadilan Agama Muara Labuh. Adapun 1 perkara yang tersisa akan

disidangkan serta penyelesaiannya pada tahun 2024. Sisa perkara

tersebut merupakan perkara yang diterima pada bulan Desember 2023
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dan sebagian besar terdiri dari perkara-perkara yang diproses dengan

tahapan hasil Mediasi

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah sisa perkara yang diputus

Sisa perkara pada akhir tahun 2023 pada Pengadilan Agama
Muara Labuh adalah sejumlah 1 perkara yang merupakan perkara
gugatan dan Pengadilan Agama Muara Labuh telah memutus
keseluruhannya sehingga pada akhir tahun 2023 tidak ada lagi sisa

perkara tahun 2023, dengan daftar rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4 : Jumlah sisa perkara PA Muara Labuh yang diputus tahun 2023

JUMLAH PERKARA

KEADAAN PERKARA

GUGATAN PERMOHONAN EKSEKUSI

1. | Sisa Perkara Tahun 2 2 0 4
sebelumnya (2022)

Sisa perkara tahun

2. | sebelumya yang diputus 2 2 0 4
di Tahun 2023
Sisa perkara tahun
0 0 0 0

3. | sebelumnya yang belum
diputus Tahun 2023

1. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

Pengadilan Agama Muara Labuh dalam mewujudkan peradilan
yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan Surat Edaran
Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara
di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada (empat) Lingkungan
Peradilan tanggal 13 Maret 2014, yang menyebutkan bahwa penyelesaian
perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5

(lima) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam
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waktu 3 (tiga) bulan, maka Pengadilan Agama Muara Labuh telah
melakukan monitoring terhadap perkara yang yang berjalan agar dapat
diputus tepat waktu sebagai mana yang telah ditetapkan tersebut.

Berikut adalah data perkara yang diputus berdasarkan waktu
penyelesaian perkara. Dari 351 perkara yang diputus, diputus tepat

waktu sebanyak 351 perkara.

Tabel 2.5 : Perbandingan Rincian perkara yang diputus tidak tepat waktu Pengadilan Agama
Muara Labuh

JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN

DIPUTUS BELUM
DIPUTUS DIPUTUS BELUM PUTUS
PUTUS S.D. 3 PUTUS S.D. DIPUTUS 3- LEBIH PUTUS LEBIH
3-5 LEBIH DARI LEBIH DARI 5
BULAN 3 BULAN 5 BULAN DARI 5 DARI 5
BULAN 5 BULAN BULAN

2022 2023 2022 BULAN BULAN
2023 2022 2023
2023 2022

2. Perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi
dan Peninjauan Kembali
Sepanjang tahun 2023 terhadap perkara yang diputus sejumlah
351 perkara oleh Pengadilan Agama Muara Labuh, para pihak
berperkara ada mengajukan upaya hukum banding, Kasasi maupun

Peninjauan Kembali (PK).

Tabel 2.6 : Perbandingan Jumlah Perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan
Peninjauan Kembali PA Muara Labuh

JUMLAH PERKARA

MENGAJUKAN MENGAJUKAN MENGAJUKAN TIDAK TIDAK

MENGAJUKAN
UPAYA UPAYA UPAYA MENGAJUKA MENGAJUKAN

PUTUS UPAYA HUKUM
HUKUM HUKUM HUKUM N UPAYA UPAYA HUKUM
2023 BANDING
BANDING KASASI KASASI HUKUM PK PK
2022
2023 2022 2023 2021
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3. Jumlah perkara perdata yang berhasil di Mediasi

Selama tahun 2023, Pengadilan Agama Muara Labuh telah
melakukan mediasi sebanyak 43 perkara, dan yang berhasil sebagian
dimediasi sebanyak 10 perkara dan tidak dapat dilaksanakan
sebanyak 3 perkara. Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi ini
disebabkan oleh para pihak yang pada umumnya mengajukan
perkara ke Pengadilan Agama Muara Labuh merasa tidak punya

jalan keluar lagi dan masalahnya sudah akut dan berlarut-larut.

Tabel 2.7 : Jumlah mediasi berhasil di PA Muara Labuh selama tahun 2023.

JUMLAH BERHASIL
MEDIASI BERHASIL SEBAGIAN
2023 SEBAGIAN 2022 2023

TIDAK
BERHASIL
2023

TIDAK DAPAT AKTA AKTA

TIDAKDAPAT | DILAKSANAKAN | PERDAMAIAN |PERDAMAIAN| CABUT | CABUT

DILAKSANAKAN 2022 | 2023
oo 2023 2022 2023

JUMLAH
NO MEDIASI
2022

TIDAK
BERHASIL
2022

4. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Muara Labuh tidak ada

menyelesaikan perkara anak melalui diversi.

Tabel 2.8 : Jumlah perkara anak yang berhasil memalui mediasi di PA Muara Labuh
tahun 2023.

ggg;:;; JUMLAH PERKARA JUMLAH PERKARA

NO YANG BERHASIL YANG BERHASIL
YANG MELALUI MELALUI DIVERSI SEBAGIAN

DIVERSI

C. Capaian Prioritas Nasional
1. Posbakum

Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Agama Muara Labuh
memperoleh alokasi dana Posbakum sejumlah Rp. 30.000.000,-

(tiga puluh juta rupiah), jumlah yang sama diterima pada tahun
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anggaran 2022. Penggunaan dana pelayanan Pos Bantuan Hukum
tersebut dijabarkan sebagai berikut, perkara yang dilayani lewat
pelayanan Pos Bantuan Hukum sesuai DIPA sebanyak 300 layanan,
yang terdiri dari konsultasi hukum (informasi dan advice) dan

pembuatan gugatan/permohonan;

Tabel 2.9 : Perbandingan Realisasi Posbakum di Pengadilan Agama Muara Labuh

Realisasi
Anggaran Anggaran Realisasi Jumlah Jumlah Perkara
No 2022 2023 Anggaran Anggaran 2023 Target 2022 | Target 2022
2022 Perkara 2022 2023
1 3 4
1. Rp.
Rp. 30.000.000 [Rp.30.000.000 30.000.000 Rp. 30.000.000 300 300 300 300

2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu
a. Sidang Keliling

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan
di luar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat
yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor
pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

Tahun Anggaran 2023, Pengadilan Agama Muara Labuh
mendapatkan alokasi dana pelaksanaan sidang keliling/sidang di
luar gedung pengadilan sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh
delapan juta rupiah). Sidang keliling ini diadakan di dua kecamatan
yaitu Kecamatan Sangir dan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh.
Kedua daerah tersebut merupakan wilayah yang jauh dari Kantor

Pengadilan Agama Muara Labuh.

Tabel 2.10 : Perbandingan Realisasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Muara Labuh

Realisasi . Jumlah lah lah
No Anggaran 2022 Anzggazlgan Anggaran A Reallsa;:]zg Kegiatan K ].“::la;l 023 Jumlal I
2022 nggaran 2022 eglatan Perkara 2022| Perkara 2023
1 3 4
L Rp. 70.000.000 |Rp. 38.000.000| Rp.70.000.000 | Rp. 38.000.000 35 20 61 49
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b. Pelayanan Sidang Terpadu

Tahun Anggaran 2023, Pengadilan Agama Muara Labuh tidak

mendapatkan alokasi dana pelaksanaan sidang terpadu.

3. Perkara prodeo / pembebasan biaya perkara

Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-

cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung.

Adapun petunjuk teknis dari perkara prodeo ini, terdapat dalam Perma

Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum

Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Pengadilan Agama Muara Labuh mendapatkan alokasi dana

untuk bantuan perkara prodeo dalam DIPA 401991 Tahun

Anggaran 2023 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk 20

perkara dengan realisasi sebanyak Rp. 6.000.000,- untuk 20 perkara

prodeo, jumlah yang sama juga didapatkan oleh pengadilan Agama

Muara Labuh tahun 2022 dengan realisasi yang juga sama.

Tabel 2.11: Realisasi Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2022

Anggaran
2022

Anggaran
2023

Volume dalam
DIPA 2022

Volume
dalam DIPA
2023

Realisasi

Anggaran 2022

Realisasi

Anggaran 2023

Jumlah
Perkara
Prodeo yang
telah
diputuskan
2022

Jumlah
Perkara
Prodeo yang
telah
diputuskan
2023

1 2

3

6

7

9

1. [Rp.6.000.000

Rp. 6.000.000,-

20

20

Rp.6.000.000

Rp. 6.000.000,-

20

20
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SUMBER DAYA MANUSIA

BAB III

Sumber daya manusia merupakan modal utama suatu organisasi yang

harus mendapat perhatian utama, karena ia menjadi penentu keberhasilan

organisasi. Oleh karena itu melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya

manusia yang merupakan salah satu program Quick Wins Mahkamah Agung,

diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan aparatur hukum

sehingga bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dalam memberikan

pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

- Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan kepangkatan/golongan

Golongan Ruang ASN PA Muara Labuh

2,5

B Hakim

Il/c lll/a

B Kepaniteraan

Kejurusitaan

1n/d

2

1,5
1

05 +———
0 -

/b I/c IV/a

B Kesekretariatan

Grafik 3.1 : Sebaran golongan / ruang ASN di PA Muara Labuh

Tabel 3.1 : Golongan/Ruang ASN pada Pengadilan Agama Muara Labuh

Kepani | Kejuru | Kesekre
No Gol / Ruang Hakim teraan = Sitaan | tariatan | Jumlah
1 II/c - 2 1 3
2 I11/a - 2 - 1 3
3 [11/b 2 - - - 2
4 Il/c - 2 - 1 3
5 I/d - 2 - - 2
6 IV/a 2 - - - 2
Jumlah 4 6 2 3 15
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- Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan pendidikan.

a. Hakim
Tabel 3.2 : Tenaga Hakim pada Pengadilan Agama Muara Labuh
Jenis Kelamin Pendidikan tertinggi
No Jabatan Laki- e s1 2 3
laki
1 | Ketua 1 - - 1 -
2 | Wakil Ketua 1 - 1 -
3 | Hakim - 2 1 1 -
Jumlah 2 2 1 3 -
Total 4

b. Kepaniteraan
Tabel 3.3 : Tenaga Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Muara Labuh

Jumlah Pendidikan tertinggi

No Jabatan Lk Pr SLTA D3| S1  s2  S3
1 | Panitera 1 - - 1 - -
2 | Panitera Muda 2 1 - 1 2 - -
3 | Panitera Pengganti - - - - - -
4 | Fungsional / Staf 2 - - 2 - -
Jumlah 5 1 - 1 5 - -

Total 6

¢. Kejurusitaan
Tabel 3.4 :Tenaga Kejurusitaan pada Pengadilan Agama Muara Labuh

Jumlah Pendidikan tertinggi
Ne Jabatan Lk ' Prigita p3  s1 sz | 3
1 | Juru Sita - - - - - - -
2 | Juru Sita Pengganti - 2 - 2 - - -
Jumlah - 2 - 2 - - -

d. Kesekretariatan
Tabel 3.5 : Tenaga Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Muara Labuh

Jumlah Pendidikan tertinggi
No abatan
J Lk Pr SLTP SLTA D3 | S1 S2
1 | Sekretaris - - - - - - -
2 | Kepala Sub Bagian - 1 - 1 - -
3 | Fungsional/Staf - 2 - - 1 1 -
Jumlah - 3 - 1 1 1 -
Total 3
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Pendidikan ASN PA Muara Labuh

SMA

mD3
S|

mS2

uS3

Grafik 3.2 : Sebaran tingkat pendidikan ASN di lingkungan PA Muara Labuh

Rekapitulasi Pendidikan ASN di Pengadilan Agama Muara Labuh

Tabel 3.6 : Tingkat pendidikan pada Pengadilan Agama Muara Labuh

Jumlah Pendidikan tertinggi
No|  Jabatan SLTP SLTA| D3 S1 | S2  S3
Lk Pr
1 | Hakim 2 2 - - 1 3 -
2 | Kepaniteraan 3 1 - - 1 2 1 -
3 | Kejurusitaan 2 - - 2 - - -
4 | Kesekretariatan - 3 - 1 1 1 - -
5 | Staf 2 - - - - 2 - -
Jumlah 7 8 - 1 4 6 4 -
Total 15
-  Mutasi

Selama tahun 2023 di Pengadilan Agama Muara Labuh ada
menerima dan melepas pejabat yang mutasi pindah sebagai berikut :

Tabel 3.7 : Rincian Mutasi Keluar dan Masuk ASN pada PA Muara Labuh

No Jabatan Mutasi Keluar Mutasi Masuk
1 | Hakim - 1
2 | Kepaniteraan 3 3
3 | Kejurusitaan - 2
4 | Kesekretariatan - -
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Adapun rincian mutasi Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Muara
Labuh Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8: Data Mutasi Keluar dan Masuk ASN pada PA Muara Labuh Tahun 2023

Jacki Efrizon, S.H.

Panitera PA Muara

Panitera PA

(1)8;70513 1997031 Labuh Kelas II Painan Kelas II Keluar
Rifka Zainal, S.H.I,, . . Hakim PA Muara
M.A. Hakim PA Painan Labuh Kelas II Masuk
19880427 201712 2 Kelas I1
001
Suherman,S.H., M.H. Ei?:;i;aolx[;:g A Panitera PA
19751016 199802 Muara Labuh Masuk
1001 Batusangkar Kelas 11
Kelas IB
Panitera Muda
Safriadi, S.H.I., M.H. . .
19871018 201403 1 Papltera Pengganti Permohonan PA Masuk
Painan Kelas II Muara Labuh Kelas
003 1
Muhammad Fadhly Panitera Muda Panitera Muda
Agusmen Permohonan PA Permohonan Keluar
19870620 201212 1 Muara Labuh Kelas Batusangkar Kelas I
002 11 B
Suherman,S.H., M.H. Panitera PA Muara Panitera PA
19751016 199802 Sawahlunto Kelas Keluar
Labuh Kelas II
1001 11
Asdianto, SH Panitera Muda Panitera PA Muara
19871018 201403 1 Gugatan PA Pulau Masuk
. Labuh Kelas II
003 Punjung Kelas 11
Monica Ocrisia Arde, ) .
AMd. AB Pengelola  Perkara | Juru Sita Pengganti
T PA Muara Labuh | PA Muara Labuh | Masuk
199910202022032008 Kelas II Kelas II
Hani Siti Nurweni, A.Md. Pengelola  Perkara | Juru Sita Pengganti | Masuk
199509302022032006 PA Muara Labuh | PA Muara Labuh
Kelas II Kelas I1

Pengadilan Agama Muara Labuh selama tahun 2023 telah

mengusulkan kenaikan pangkat dan pada tahun itu juga telah

diterima Surat Keputusannya sebagai berikut :
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Tabel 3.9 : Kenaikan Pangkat ASN pada PA Muara Labuh

NO Nama / NIP TMT Gol. No. SK Tanggal
1. | Syahrullah, S.HI,M.H. | 01-04-2023 |657/DjA/KP.04.1/SK/2| 21-02-2023
19801216 200704 1 001 IV/a /2023
- Promosi

Tahun 2023 pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh yang
mutasi promosi jabatan sebanyak 3 orang :

Tabel 3.10 : Hakim/Pegawai yang mutasi promosi selama tahun 2023

No. Nama / NIP Jabatan Lama Jabatan Baru

Muhammad Fadhly Agusmen, | Panitera Muda

Panitera Muda
1 SH. Permohonan PA

Permohonan
19870620 201212 1 002 i‘;‘uara LabuhKelas | i\ sangkar Kelas 1 B
2 Safriadi, S.H.I., M.H. Panitera Pengganti gamter}‘]a MUd; AM
19871018 201403 1 003 Painan Kelas II ermonionan vA Huara

Labuh Kelas II

Panitera Muda .
Suherman, S.H., M.H. Panitera PA Muara

19751016 199802 1001 Permohonan PA Labuh Kelas II
Batusangkar Kelas I B

- Pensiun

Pada tahun 2023 ada 2 orang pegawai yang pensiun di

Pengadilan Agama Muara Labuh.
Tabel 3.11 : ASN yang pensiun tahun 2023 pada PA Muara Labuh

Nama / NIP Jabatan TMT
1 Syafrizal Kasubbag. 01-10-2023
19650911 199303 1004 Kepegawaian- Ortala
2 Darnialis, S.Ag Sekretaris 01-12-2023
19651113 199401 2001

- Diklat ( SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat )
Pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh ada yang mengikuti

diklat non teknis pada tahun 2023.

Tabel 3.12 : ASN PA Muara Labuh yang mengikuti diklat non teknis secara daring
selama tahun 2023
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Unit Kerja
Yang Ket
No Nama / NIP Jabatan Melaksanakan
Monica Ocrisia Arde, A.Md., Juru Sita Pusat Pendidikan
1 |AB. dan Pelatihan
199910202022032008 Pengganti Anggaran dan
perbendaharaan
Sit Pusat Pendidikan
> |Hani Siti Nurweni, A.Md. Juru Sita dan Pelatihan
199509302022032006 Pengganti Anggaran dan
perbendaharaan

Bimbingan Teknis dan Pembinaan.
Selama tahun 2023 Pimpinan, Hakim dan Pegawai Pengadilan
Agama Muara Labuh mengikuti Bimtek dan Pembinaan secara langsung
maupun secara online (daring) sebagai berikut :

Jum’at 20 Januari 2023 Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga
Teknis di Lingkungan Peradilan Agama oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H.,
M.H.

Senin 6 Februari 2023 - Jum’at 17 Februari 2023 Pelatihan Sertifikasi
Ekonomi Syariah Bagi Hakim Peradilan Agama Seluruh Indonesia yang
diikuti secara online mandiri oleh :

e Syahrullah, S.H.I., M.H. : Wakil Ketua

Senin 20 Februari 2023 - Selasa 7 maret 2023 Pelatihan Sertifikasi
Ekonomi Syariah Bagi Hakim Peradilan Agama Seluruh Indonesia yang
diikuti secara klasikal oleh :

e Syahrullah, S.H.I, M.H. : Wakil Ketua

Kamis, 30 Maret 2023 Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga
Teknis di Lingkungan Peradilan Agama oleh Yang Mulia Ketua Kamar
Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. Drs. H.
Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M.

Senin 5 Juni 2023 - Selasa 13 Juni 2023 Pelatihan Sertifikasi Mediator Bagi
Hakim Tinggi Pertama Peradilan Agama Seluruh Indonesia yang diikuti
secara online mandiri oleh :

e Syahrullah, S.H.I, M.H. : Wakil Ketua

Rabu, 14 Juni 2023 Pembinaan Kapasitas Hakim di Lingkungan Pengadilan
Tinggi Agama Padang yang diikuti oleh

e Haris Luthfi, S.H.I., M.A. : Ketua
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7. Kamis 15 Juni 2023 - Jum’at 23 Juni 2023 Pelatihan Sertifikasi Mediator
Bagi Hakim Tinggi Pertama Peradilan Agama Seluruh Indonesia yang
diikuti secara klasikal oleh :

e Syahrullah, S.H.I., M.H. : Wakil Ketua

8. Kamis-Jum’at, 22-23 Juni 2023 Bimbingan Teknis Administrasi Yustisial di
Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat yang diikuti oleh :

e Etma Juita, B.A. : Panitera Muda Gugatan

9. Jum’at, 14 Juli 2023 Bimbingan Teknis peningkatan Kompetensi Tenaga
Teknis di Lingkungan Peradilan Agama.

10.Jum’at, 28 Juli 2023 Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga
Teknis di Lingkungan Peradilan Agama oleh Yang Mulia Hakim Agung
Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. H. Edi
Riadi, S.H., M.H.

11.Senin-Kamis, 21-24 Agustus 2023 Pelatihan Kompetensi Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Level-1 Angkatan II dan III Tahun 2023 Bagi Para
Pegawai Mahkamah Agung di Lingkungan Peradilan Umum dan Agama di
Wilayah Sumatera Barat yang diikuti oleh :

e Triana Agustin. A.Md., A.B. : Arsiparis

e Febriana Putri R, S.T. : Pranata Komputer
12.Jum’at, 25 Agustus 2023 Bimbingan Teknis peningkatan Kompetensi

Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama oleh Yang Mulia Hakim

Agung Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. H.

Yasardin, S.H., M.Hum.

13.Jum’at, 22 September 2023 Bimbingan Teknis peningkatan Kompetensi
Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama oleh Yang Mulia Hakim
Agung Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. Drs.
H. Abdul Manaf, M.H.

14.Jum’at, 27 Oktober 2023 Bimbingan Teknis peningkatan Kompetensi
Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama oleh Yang Mulia Hakim
Agung Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. H.
Busra, S.H., M.H.

15.Jum’at, 24 November 2023 2023 Bimbingan Teknis peningkatan
Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama oleh Yang
Mulia Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Bapak Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

16.Senin, 11 Desember 2023 Bimbingan Kesekretariatan di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama Padang yang diikuti oleh :

e Hafniati : PIt. Sekretaris
e Triana Agustin. A.Md., A.B. : Arsiparis
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e Febriana Putri R, S.T. : Pranata Komputer

Profil Sumber Daya Manusia
Sampai dengan akhir tahun 2023, Pengadilan Agama Muara
Labuh mempunyai pegawai atau sumber daya manusia sejumlah 15

orang dengan rincian sebagai berikut :

SUMBER DAYA MANUSIA
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

m HAKIM

B KEPANITERAAN
KESEKRETARIATAN

H JURUSITA

® PPNPN

Grafik 3.3 : Sebaran ASN dan PPNPN di lingkungan PA Muara Labuh

Sebaran SDM pada Pengadilan Agama Muara Labuh

Sebaran tenaga teknis dan non teknis tersebut diatas pada

lingkungan Pengadilan Agama Muara Labuh dapat diuraikan pada tabel

berikut :
Tabel 3.13 : Tenaga Teknis dan Non Teknis pada PA Muara Labuh
No Nama Jabatan Ket.

1 2 3

1 Haris Luthfi, S.H.I.,, M.A. Ketua PN

2 Syahrullah, S.H.I., M.H. Wakil Ketua PN

3 Rizki Elia, S.HI. Hakim PN

4 | Rifka Zainal, S.H.I,M.A Hakim PN

5 Asdianto, S.H. Panitera PNS

6 | Etmajuita.BA Panitera Muda Gugatan ~ PNS
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Panitera Muda

7 Safriadi, S.H.I, M.H PNS
Permohonan
8 | Gerhana Putra, S.H. Panitera Muda Hukum  pNg
fiati Kasubbag Umum dan

9 Hafniati Keuangan PNS

10 Febriana Putri Rahmadayanti, S.T. | Pranata Komputer PNS

11 | Triana Agustin, AMd.A.B. Arsiparis PNS
. Analis Perkara

12 | Faisal Oktaranda, S.H. Peradilan PNS
. Analis Perkara

13 | Deko Haliansyah, S.H. Peradilan PNS

14 | Hani Siti Nurweni, A.Md. Jurusita Pengganti PNS

15 | Monica Ocrisia Arde, A.Md.A.B.| Jurusita Pengganti PNS

Data Pegawai berdasarkan umur

Grafik 3.4 : Sebaran umur aparatur sipil negara di PA Muara Labuh

Tabel 3.14 : Kelompok umur Aparatur Sipil Negara pada PA Muara Labuh

Usia . Kepani | Kejuru| Kesekre
No (Tahun) | Hakim | teraan | sitaan| tariatan Staf Jml
1 20-30 - - 2 2 2 6
2 31-40 2 2 - - - 4
3 41-50 2 - - - 2
4 51< - 2 - - 3
Jumlah 4 4 2 3 2 15
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Data Pegawai Honor / PPNPN
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Muara

Labuh dalam melayani masyarakat pencari keadilan, Pegawai Negeri
Sipil dibantu oleh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

sebanyak 10 orang dengan gambaran sebagai berikut :

Tabel 3.15 : PPNPN Tahun 2023 pada Pengadilan Agama Muara Labuh

No Nama Tugas
1. | Yuli Yani, A.Md Pramubhakti
2. | Febrineldi Indrawan, SH Pengemudi
3. | Jon Hendri Pramubhakti
4. | Yulisosra, S.M Pramubhakti
5. | Nasrul Security
6. | Rusman Oklaviardi Security
7. | Yosri Vita, SE Pramubhakti
8. | Winda Asrial, S.H Pramubhakti
9. | Vivi Susriawati Pramubhakti
10. | Fitrawati, S.HI Pramubhakti

Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Untuk menunjang kelancaran proses kerja dan mendukung

pelaksanaan tupoksi Pengadilan Agama Muara Labuh seharusnya

memiliki sumber daya manusia sebagai berikut :

Tabel 3.16 : Kebutuhan SDM Aparatur Sipil Negara pada PA Muara Labuh

No. Uraian Sekarang |Seharusnya
Kebutuhan Kebutuhan

1. Ketua 1 1
2. | Wakil Ketua 1 1
3. | Hakim 2 3
4, Panitera 1 1
5. | Sekretaris - 1
6. | Panitera Muda Hukum 1 1
7. | Panitera Muda Permohonan 1 1
8. Panitera Muda Gugatan 1 1
9 | Kasubbag Umum dan Keuangan 1 1
10 | Kasubbag Perencanaan, T], dan - 1
11 | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala - 1
12 | Panitera Pengganti - 4
13 | Analis Pranata Peradilan 2 2
14 | Jurusita - 1
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15 | Jurusita Pengganti 2 2
16 | Bendahara - 1
17 | Pranata Komputer 1 1
18 | Arsiparis 1 1
19 | Pustakawan - 1
20 | Tenaga administrasi / Staf - 5

JUMLAH 15 31

Dengan memperhatikan data-data yang diuraikan pada bagian
sebelumnya, sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Agama
Muara Labuh hanya sebanyak 15 personil sehingga dapat diuraikan
kekurangan SDM sebagai berikut :
a. Jabatan fungsional / struktural Pengadilan yang kekurangan /
masih belum terisi sampai dengan akhir tahun 2023 adalah :
1) Sekretaris
2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan

3) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala

4) Panitera Pengganti

5) Jurusita

6) Bendahara

7) Pustakawan

8) Staf

b. Hakim pada Pengadilan Agama Muara Labuh belum mencukupi
kebutuhan berdasarkan rasio jumlah perkara yang diterima pada
tahun 2023 ini sebanyak 348 perkara, idealnya jumlah majelis pada
Pengadilan Agama Muara Labuh sebanyak 3 majelis.

c. Pada Pengadilan Agama Muara Labuh belum didukung oleh tenaga
administrasi yang memadai secara kualitas dan kuantitas, sehingga
pekerjaan administrasi perkara dan keuangan perkara pada
Pengadilan Agama seperti pada Meja [ (penerimaan perkara), Meja
Il (pendaftaran perkara), Meja III (penyelesaian perkara pada
tingkat pertama dan pengelolaan perkara pada tingkat banding dan
kasasi), pengolahan laporan dan petugas pemegang Kkas,
dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti, bahkan dibantu oleh tenaga
honorer (PPNPN).

d. Pada bagian kesekretariatan juga banyak terdapat kekurangan
sumber daya manusia.

Jabatan Kasubbag (eselon IV) pada Pengadilan Agama Muara
Labuh yang terisi :
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¢ Kasubbag. Umum dan Keuangan

Jabatan Kasubbag (eselon 1V) pada Pengadilan Agama Muara

Labuh yang kosong :

e Sekretaris mengalami kekosongan sejak bulan Desember 2023,
maka sebagai Pelaksana Tugas dirangkap oleh kasubbag Umum
dan Keuangan.

e Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
kosong sejak bulan November 2021, maka sebagai Pelaksana
Tugas dirangkap oleh Pranata Komputer Ahli Pertama.

e Kasubbag Kepegawaian dan Ortala sebagai Pelaksana tugas
dirangkap oleh Arsiparis yang juga merangkap sebagai
bendahara pengeluaran.

Walaupun dalam keadaan kekurangan, pada umumnya pejabat
tersebut melaksanakan tugas tanpa dibantu pelaksana / staf yang
memadai, sebagaimana yang dimaksud pasal 15 ayat (2) Undang-
undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga
mengatur bahwa pejabat pengawas dalam melaksanakan tugasnya
dibantu oleh pelaksana / staf.
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BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN
PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Alokasi Anggaran
Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun Anggaran 2023 mendapatkan
alokasi anggaran sebagai berikut :

e DIPA.005.01.2.401990 sebesar Rp. 3.084.019.000,- (tiga miliar delapan
puluh empat juta sembilan belas ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua)
kegiatan yaitu :

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan
Urusan Administrasi Rp. 2.905.019.000,- (dua miliar sembilan

ratus llima juta sembilan belas ribu rupiah).

2. Pengadaan Sarana dan Prasaran di Lingkungan Mahkamah Agung

Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah ).

e DIPA.005.04.2.401991 sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta

rupiah) berupa kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan.

Perbandingan Alokasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dan Tahun

Anggaran 2023 untuk masing-masing program sebagai berikut:

Tabel 4.1 : Alokasi anggaran per-program pada Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun
Anggaran 2022 dan 2023.

No PROGRAM/KEGIATAN PAGU 2022 (Rp) | PAGU 2023 (Rp)
1. | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan
Keuangan Badan Urusan Administrasi 2.944.304.000,- 2.905.019,000,-
2. | Peningkatan sarana dan prasarana di
Lingkungan Mahkamah Agung RI 153.000.000,- 179.000.000,-
3. | Peningkatan manajemen Peradilan
Agama 106.000.000,- 74.000.000,-
TOTAL 3.174.120.000,- | 3.158.019.000,-
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Alokasi Anggaran per Program

2% B Program 005,01,01

B Program 005.01.01

Program 005.04.08

Grafik 4.1 : Alokasi Anggaran PA. Muara Labuh Tahun Anggaran 2023

Rincian anggaran dari alokasi pagu dana tersebut di atas sebagai
berikut:

1. Program Dukungan Manajemen terdiri dari :

» Belanja Pegawai sejumlah

» Belanja Barang sejumlah

» Belanja Modal sejumlah

: Rp. 1.824.634.000,-
: Rp. 1.080.385.000,-
: Rp. 179.000.000,-

2. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama terdiri atas

belanja barang sebesar Rp. 74.000.000,- dengan rincian :

» Belanja Posbakum : Rp.  30.000.000,-
» Belanja Sidang Keliling : Rp. 38.000.000,-
» Belanja Perkara Prodeo : Rp.  6.000.000,-

Secara rinci, alokasi anggaran yang diterima oleh Pengadilan Agama
Muara Labuh pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.2 : Alokasi anggaran per-jenis belanja pada PA Muara Labuh TA 2023.

No Satker Belanja Gaji Belanja Belanja Badilag Jumlah
Barang Modal
1 PA Muara Labuh| 1.824.634.000 |1.080.385.000|179.000.000| 74.000.000 | 3.158.019.000
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2. Realisasi Anggaran Tahun 2023

1) Belanja Pegawai

Tabel 4.3 : Realisasi Belanja Pegawai pada PA Muara Labuh TA 2023.

No Uraian Pagu Realisasi Sisa Ket

1 2 3 4 5 6

1| Belanja Gaji Pokok PNS 751.088.000|  751.084.440 3.560 100%

2 Belanja Pembulatan Gaji 12.000 11519 481 97,56%

3 Belanja Tunj. Suami / Isteri 63.396.000 63.390.774 5226 99,99%

* | Belanja Tunj. Anak PNS 20.230.000 | 20.225.940 4.060 99,98%

5 | Belanja Tunj. Struktural 21.280.000 |  19.270.000 2.010.000 | 90,55%

6 | Belanja Tunj. Fungsional 725.400.000|  725.400.000 0 100%

7| Belanja Tunj. PPh. Pasal 21 72.028.000 |  72.018.750 9.250 99,99%

8 | Belanja Tunj. Beras 49.919.000 | 49.824.960 94.040 99,81%

9 | Belanja Tunj. Makan PNS 109.241.000|  108.989.000 252000 | 9977%

10" 1 Belanja Tunj. Umum PNS 12.040.000 9.500.000 2.540.000 | 8189%
TOTAL 1.824.634.000 | 1.819.715.383 |  4.918.617 | 99,75%

2) Belanja Barang

Belanja Barang terdiri dari 2 (dua) DIPA yaitu DIPA Badan Urusan

Administrasi (01) dan DIPA Ditjen Badilag (04). Adapun Rekapitulasi
Belanja Barang DIPA (01) Tahun Anggaran 2023 PA Muara Labuh

sebagai berikut :
e Belanja Barang (005.01).
Tabel 4.4 : Realisasi Belanja Barang (005.01) TA.2023 Pada PA Muara Labuh
No Uraian Pagu Realisasi Sisa Ket
1 2 3 4 5 6
, | BelanjaKeperluan 574.629.000 574.629.000 0 100%
Perkantoran
) Belanja Pengiriman Surat dinas 3.600.000 3.600.000 0 100%
pos pusat
, | Belanja Honor Operasional 59.832.000 48.366.000 11.466.000 80,84%
Satuan Kerja
, | BelanjaBarang Operasional 3.600.000 2.250.000 1.350.000 62,5%
Lainnya
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Belanja Peralatan dan Mesin -
5 | Ekstra Komptabel 9.000.000 9.000.000 0 100%
¢ | Belanja Barang Persediaan 38.504.000 38.504.000 0 100%
Barang Konsumsi
7 Belanja langganan Telepon 600.000 545.484 54.516 90,91%
8 | Belanja Langganan Air 1.200.000 793.000 406.500 66,12%
9 | Belanja Sewa 37.140.000 35.550.000 1.590.000 95,72%
10 | Pemeliharaan Gedung 83.576.000 83.576.000 0 100%
dan Bangunan
1y | Pemeliharaan Gedung 34.500.000 34.500.000 0 100%
dan Bangunan Lainnya
12 &eergihharaa“ Peralatan dan 110.614.000 | 109.795.794 818.206 99,26%
13 | Belanja Perjalanan Dinas biasa | 123.590.000 121.005.000 2.585.000 97,91%
Total
1.080.385.000 | 1.062.114.778 | 18.270.222 | 98,31%
e Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim ( BA.BUN )

Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim DIPA Badan Urusan
Administrasi (01) Tahun Anggaran 2023 PA Muara Labuh sebagai
berikut :

Tabel 4.5 : Realisasi Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim TA. 2023 Pada Pengadilan
Agama Muara Labuh
No Uraian Pagu Realisasi Sisa Ket.
1 Belanja sewa Rumah Hakim 35.640.000 34.170.000 1.470.000 95,88%
Jumlah 35.640.000 34.170.000 1.470.000 95,88%

Adapun Rekapitulasi Belanja Barang DIPA (04) Tahun Anggaran

2023 PA. Muara Labuh sebagai berikut :

Tabel 4.6 : Realisasi belanja barang (005.04) TA.2023 pada Pengadilan Agama Muara

Labuh
No Uraian Pagu Realisasi Sisa Ket
1 2 3 4 5 6
1 | Belanja Barang Non 2.000.000 2.000.000 0 100%

Operasional Lainnya
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2 | BelanjaBarang Persediaan | =, ;1 1.200.000 0 100%
Barang Konsumsi
3 Belanja Jasa Konsultan 29.970.000 30.000.000 30.000 99,9%
4 | Belanja Perjalanan Dinas 40.800.000 | 40.800.000 0 100%
dalam Kota
Total 74.000.000 73.970.000 30.000 99.96%
3) Belanja Modal
Rekapitulasi Belanja Modal Pengadilan Agama Muara Labuh sebagai
berikut :

Tabel 4.7 : Realisasi Belanja Modal TA.2023 pada Pengadilan Agama Muara Labuh

No Uraian Pagu Realisasi Sisa Ket
1 2 3 4 5 6
1 | BelanjaModal 179.000,000 | 178.336.160 | 663.840 | 99,63%
Peralatan dan Mesin
Total 179.000,000 | 178.336.160 | 663.840 | 99,63%

4) Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2023

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2023

pada Pengadilan Agama Muara Labuh dapat dilihat sebagai berikut :

a) DIPA 01
Tabel 4.8: Realisasi PNBP DIPA.01 TA.2023 pada PA Muara Labuh
No. Uraian Estimasi Realisasi % Ket
1 2 3 4 5 6
1 | PendapatanSewa 2.216.000 2.215.200 100
Rumah Dinas
2 Penerllmaan l.<emball 0 0 0
belanja pegawai TAYL
3 Penerlmaanﬂkembah 0 0 0
persekot gaji
TOTAL 2.216.000 2.215.200 100
b) DIPA 04
Tabel 4.9 : Realisasi PNBP DIPA.04 TA.2023 pada PA Muara Labuh
No. Uraian Estimasi Realisasi % Ket
1 2 3 4 5 6
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1 Ongkos Perkara 12.110.000 9.940.000 82%

Pendapatan Kejaksaan dan

2 ; . 21.413.000 17.399.500 81,25%
Peradilan lainnya
Uang Meja (Leges) dan
3 Upah pada Panitera Badan - 850.000 100%
Peradilan
TOTAL 33.523.000 28.189.500 84%

3. Pelaporan Keuangan Pengadilan Agama Muara Labuh
1) Pelaporan keuangan berbasis akrual

Implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual sudah
dimulai sejak tahun 2015. Hal ini menjadi langkah penting bagi
pemerintah dalam menyediakan informasi yang lebih baik terutama
dalam menyajikan informasi terkait pengukuran kinerja pemerintah.

Pada tanggal 4 Maret 2015 Kementerian Keuangan
menyelenggarakan kick-off Implementasi Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual dalam rangka menciptakan momentum awal penerapan
implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual serta guna
menciptakan semangat dan komitmen kuat pada pimpinan
Kementerian/Lembaga terhadap implementasi akuntansi pemerintahan
berbasis akrual dengan tetap mempertahankan peningkatan kualitas
pelaporan keuangan.

Kick off Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
ini menjadi tanda dimulainya penerapan akuntansi pemerintahan
berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, serta PP Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa tahun
2015 merupakan awal penyusunan laporan keuangan berbasis akrual
oleh pemerintah.

Akuntansi berbasis akrual tidak hanya dapat menghasilkan nilai
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beban yang telah dibayarkan oleh pemerintah, namun seluruh beban
yang diperlukan sehingga biaya pelayanan publik dapat dihitung secara
lebih wajar. Dengan demikian pengelolaan keuangan negara dapat
dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan
dan kepatutan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan negara sesuai dengan amanat UUD 1945. Berdasarkan
Pasal 7 Permenkeu RI Nomor 177/PMK.05/2015 tanggal 21
September 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk penyusunan
Laporan Keuangan Berbasis Akrual secara penuh mulai Tahun
Anggaran 2015. Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI yang
digunakan sebagai pertanggungjawaban keuangan meliputi LRA,
Neraca, LO, LPE, dan CaLK yang disertai dengan pernyataan telah
direviu yang ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern, dan
Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Sekretaris
Mahkamah Agung RI sebagai Pengguna Anggaran.

Dalam rangka mendukung keberhasilan penerapan akuntansi
berbasis akrual pada Mahkamah Agung RI, kegiatan yang telah
dilakukan oleh Pengadilan Agama Muara Labuhsebagai berikut:

a. Mengirimkan pegawai/operator untuk mengikuti pelatihan
Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual, baik yang diadakan
oleh PTA Padang, maupun yang diadakan oleh KPPN Solok.

b. Mengadakan sosialisasi, rekonsiliasi dan konsolidasi dengan
Korwil PTA Padang.

c. Melaksanakan rekonsiliasi internal dan eksternal dengan

KPPN Solok.

4. Penatausahaan PNBP

Dengan adanya aplikasi SIMARI PNBP Online, Mahkamah Agung RI
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membuat terobosan yang sangat penting dalam mengimplementasikan Visi
Mahkamah Agung RI, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang
Agung”. Untuk mendukung Visi Mahkamah Agung RI tersebut harus
diterapkan sistem yang berbasis TI. Hal ini sesuai dengan salah satu dari 10
karakter Badan Peradilan yang Agung, yaitu “Badan Peradilan yang berbasis TI
terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern”.

Melalui pengembangan aplikasi PNBP Mahkamah Agung RI Online
pada SIMARI, Bendahara Penerimaan pada Mahkamah Agung RI dan Badan
Peradilan di bawahnya lebih sistematis dalam melakukan tugas dan fungsinya
mulai dari Penetapan Target PNBP, Penerimaan Uang PNBP, Penyetoran Uang
PNBP, Pembukuan PNBP, Pelaporan Realisasi PNBP, sehingga seluruh
Bendahara Penerimaan akan tertib, seragam, dan lebih akuntabel dalam
pengelolaan penatausahaan PNBP.

Sesuai dengan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 96/BUA/
HM.01.2/4/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Penggunaan Modul Aplikasi
PNBP Mahkamah Agung RI Online, Bendahara Penerimaan pada Mahkamah
Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya diwajibkan untuk menggunakan
aplikasi PNBP Mahkamah Agung RI Online pada SIMARI dengan alamat

https://simari.mahkamahagung.go.id.

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengadilan Agama Muara Labuh telah melakukan pengelolaan sarana
dan prasarana, baik prasarana gedung maupun sarana fasilitas gedung dan
kesemuanya itu telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Semua sarana
dan prasarana gedung tersebut merupakan barang inventaris kantor telah
terinput kedalam aplikasi SIMAK- BMN (Sistem Informasi Manajemen
Akuntasi Barang Milik Negara). Sesuai peraturan Menteri Keuangan
No.96/PMK.06/2007 tentang tata cara pelaksanaan, penggunaan,

pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMN dan Peraturan
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Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.6/2007 tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara. Salah satunya untuk pengadministrasian
yang lebih tertib dan akuntabel melalui Opname Fisik Barang Inventaris
(OFBI) disampaikan secara periodik per semester dan tahunan dari UAKPB
(Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) ke UAPPBW (Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Barang Wilayah) dan Mahkamah Agung RI selaku UAPB
(Unit Akuntansi Pengguna Barang).

1. Inventarisasi Kekayaan Negara

Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola oleh Pengadilan Agama
Muara Labuh terdiriatas tanah, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya.
Aset dimaksud merupakan sarana dan prasarana Pengadilan yang
dipergunakan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat pencari
keadilan.

Adapun golongan dan nilai BMN yang dikelola oleh Pengadilan Agama
Muara Labuh pada Tahun Anggaran 2023 dapat digambarkan sebagai

berikut:
Tabel 4.10 : Data golongan dan nilai aset yang dikelola oleh PA Muara Labuh Tahun Anggaran 2023
No Uraian Nilai (Rp)
1. Tanah 4,515,631,000
2. Peralatan dan Mesin 2,411,744,958
3. Gedung dan Bangunan 4,367,214,000
4, Aset Tetap Lainnya 154,437,149
5. Aset yang henti gunakan 111,177,500
6. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin -1,681,409.666
7. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan -802,228,704
8. Akumulasi Penyusutan henti digunakan -90,155,364
Jumlah 8.986.410.873
Tanah I ] 4,515,631,000
Peralatan dan Mesin 2.411.744.958
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Gedung dan Bangunan

Aset Tetap lainnya | |

Aset yang henti gunakan [

4.367.214.000

154.437.149

111.177.500

Grafik 4.2: Statistik Aset TA.2023 pada PA Muara Labubh.

Dari tabel diatas, masing-masing BMN pada Pengadilan

Agama Muara Labuh dapat dirinci setiap golongan barang

sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah

yang dimiliki atau dikuasai

oleh Pemerintah RI cq.

Mahkamah Agung RI untuk digunakan dalam pelayanan

publik. Nilai tanah TA. 2023 sebagai berikut :
Tabel 4.11: Nilai Tanah yang dikelola oleh PA Muara Labuh Tahun 2023

Pengadilan Agama Muara Labuh

4,515,631,000,-

4,515,631,000,-

Total

4,515,631,000,-

4,515,631,000,-

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin yang dimaksud disini adalah

peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh

Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI yang selama ini

digunakan dalam mendukung kegiatan pelayanan publik.

Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam

peralatan dan mesin ini mencakup antara lain: alat rumah

tangga, alat komunikasi, alat pemancar, alat pengolah data,

alat keselamatan kerja, dan alat peraga.

Nilai peralatan dan Mesin TA. 2022 dan TA.2023 dapat dirinci

sebagaimana berikut :
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Tabel 4.12 : Nilai Peralatan dan Mesin PA.Muara Labuh TA.2022 dan TA 2023

. NILAI

Sidlan 2022 2023

Alat angkutan darat bermotor 409.704.000 409.704.000
Alat kantor 148.491.862 148.491.862
Alat rumah tangga 632.888.295 632.888.295
Alat studio 10.836.00 10.836.000
Alat komunikasi 34.399.000 34.399.000
Peralatan Pemancar 220.154.000 220.154.000
Alat Pengolah Data 55.000.0 55.000.00
Komputer Unit 395.136.161 395.136.161
Peralatan Komputer 209.608.310 209.608.310
Total 2.170.385.448  2.170.385.448

a. Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung e-Court.

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Urusan

Administrasi Nomor

03 tahun 2016 tentang Petunjuk

pelaklasanaan Pengalihan status Penggunaan antar Kuasa

Pengguna Barang dilingkungan Mahkamah Agung RI dan

Badan Peradilan dibawahnya untuk mengefektifkan
penatausahaan Barang milik Negara, Badan Urusan
Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengirimkan Alat Pengolah Data dan Komunikasi e-Court
pada Pengadilan Agama Muara Labuh untuk dipergunakan
menunjang program Kkerja dan sudah dicatat sebagai Aset
Tetap melalui mekanisme Tranfer Masuk di SIMAK-BMN

Pengadilan Agama Muara Labuh sebagai berikut :

Tabel 4.13: Transfer Masuk Peralatan dan Mesin PA. Muara Labuh TA.2023

Tanggal Jumlah Harga
No Nama Barang Type/ Merk Jumlah Total
Perolehan Vol Satuan | Satuan
1 Laptop Axio 20-07-2023 1 Unit 12.500.000 | 12.500.000
2 Scanner Fujisu 13-04-2023 | 1 Unit 19.850.000 | 19.850.000

Kondisi kendaraan dinas yang ada pada Pengadilan Agama Muara Labuh
tahun 2023 sebagai berikut:
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Tabel 4.14 : Kondisi Kendaraan Dinas yang dikelola oleh PA. Muara Labuh TA. 2023

1 |2 3 4 5 6
1 |Kendaraan Kijang Innova 2020 Baik Ketua
Dinas Roda 4
2 |Kendaraan Kijang Innova 2008 Rusak Operasional
Dinas Roda 4 Ringan
3 g(ier?z?salga(lilr; 9 Honda NF 125 SD | 2005 g?nsga;(n Operasional
Honda NF 125 SD | 2007 Rusak Operasional
Ringan
Honda CS1241RR | 2008 Baik Operasional
Honda Supra X125 | 2008 Baik Operasional
Honda Mega Pro 2008 Rusak Operasional
Ringan

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang dimaksud disini adalah gedung
dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah RI
Cq Mahkamah Agung RI yang selama ini digunakan dalam
mendukung kegiatan pelayanan publik. Aset tetap yang dapat
diklasifikasikan dalam gedung dan bangunan ini mencakup
antara lain: gedung Kantor dan bangunan rumah Negara serta
pagar.

Nilai gedung dan bangunan TA 2022 dan TA 2023 dapat

dirinci sebagaimana berikut:

Tabel 4.15: Nilai gedung dan bangunan yang dikelola oleh Pengadilan Pengadilan
Agama Muara Labuh Tahun Anggaran 2021 dan 2022.

Nilai ( Rp.)
Satuan Kerja
) 2022 2023
1 2 3
Pengadilan Agama Muara 4.367.214.000 4.367.214.000
Labuh
Total 4.367.214.000 4.367.214.000

Kondisi Rumah Dinas yang ada pada Pengadilan Agama tahun

2023 sebagai berikut:
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Tabel 4.16 : Kondisi rumah dinas yang dikelola oleh Pengadilan Agama Muara
Mabuh TA. 2023

Kondisi
No |[Uraian Jumlah _ Rusak Rusak Ket
Baik .
Ringan Berat

1 2 3 4 5 6 7
1 RumahDinas 1 1

Type B

( Wakil Ketua )
2 RumahDinas 1 - 1 Daerah

Type D rawan

banjir

4. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak

dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap diatas, tetapi
memenuhi defenisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini terdiri
atas: koleksi perpustakaan/buku. Nilai aset tetap lainnya TA.
2022 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 4.17 : Nilai aset tetap lainnya yang dikelola oleh Pengadilan Agama
Muara Labuh Tahun 2022 dan 2023.

. NILAI (Rp)
Uraian 2022 5023
Bahan Perpustakaan 154.079.940 154,437,149
Total 154.079.940 |154,437,149

5. Penghapusan Barang Milik Negara ( BMN )

Pada Tahun 2023 Pengadilan Agama Muara Labuh tidak ada
melaksanakan Penghapusan Barang Milik Negara ( BMN ).
6. Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar.
Pengadilan Agama Muara Labuh selama Tahun 2023
telah mengelola surat masuk dan surat keluar

sebagai berikut :

Tabel 4.18 : Surat Masuk dan Keluar pada PA. Muara
LabuhTahun 2023

No Jenis Surat Masuk | Keluar Ket
1. Mahkamah Agung 110 14
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2. Badilag 95 2

3. PTA Padang 118 159
4. PA lain 60 135
5. Instansi lain 25 144
6. KPPN Solok 34 102
7. KPKNL Padang 1 1

8. Pribadi 18 840
9. Bupati 12 3
Jumlah 473 1400

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin.

Dalam tahun anggaran 2023 Pengadilan Agama Muara Labuh
mendapatkan alokasi anggaran biaya tambah (ABT) untuk
belanja modal pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp.
179,000,000,- (Seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah)
dan terealisasi sebesar Rp. 178.336.160,- (Seratus tujuh
puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu
seratus enam puluh rupiah).

Belanja modal pengadaan peralatan dan mesin TA 2023

sebagai berikut :
Tabel 4.19 : Pengadaan peralatan dan mesin pada PA Muara Labuh Tahun
Angaran 2023

No | Uraian Pagu Realisasi

1 | Meja Kerja Pimpinan 32.000.000 31.397.800
Meja Kerja Pejabat

2 €ja Rera rejaba 38.400.000 38.400.000
Fungsional dan

3 | Meja Printer 2.770.000 2.770.000
Pimpinan

4 | Rursi Kerja 19.040.000 19.038.360
Pimpinan

5 Kursi Kerja Hakim 8.200.000 8.192.000
Kursi Kerja Pejabat

6 | Lurst terja rejaba 19.040.000 19.038.000
Fungsional dan

7 ]ijlrer;a” Arsip  (Box 55.550.000 55.500.000
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2.

8 Lemari Toga Hakim 4.000.000 4.000.000

Total 179.000.000 178.336.160

Belanja keperluan Perkantoran Langganan Internet (BA.BUN).

Internet adalah suatu jaringan kerja komputer golobal
berbasis teknologi TCP/IP, akses Internet adalah koneksi
logika ke internet yang menghubungkan pengguna internet ke
NOC ISP, dengan bentuk dial Up atau dedicated leasedlined/
wavelane.

Astinet adalah layanan akses internet dan multimedia
TELKOM net. Merupakan performasi akses yang baik
ditunjang ditunjang dengan ketersediaan band width ke
internet global. C. Monitoring selama 24 jam melalui tools
network management system.

Dalam tahun anggaran 2023 PA Muara Labuh mendapatkan
alokasi belanja langganan internet (BA.BUN) sebesar
Rp.157.476.000,- (Seratus lima puluh tujuh juta empat

ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pemeliharaan

Dalam tahun anggaran 2023 PA Muara Labuh
mendapatkan alokasi belanja untuk pemeliharaan gedung
bangunan sebesar Rp. 83.576.000,- (delapan puluh tiga juta
lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) realisasi sebesar
Rp. 83.576.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh
puluh enam ribu rupiah, pemeliharaan gedung bangunan
lainnya sebesar Rp 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima
ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 34.500.000,-
(tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dan peralatan
mesin sebesar Rp. 110.614.000,- (seratus sepuluh juta enam

ratus empat belas ribu rupiah) dan realisasi sebesar Rp.
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109.795.794,- (seratus sembilan juta tujuh ratus sembilan

puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).

Belanja pemeliharaan TA 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.20 : Pemeliharaan Asset TA 2022 pada PA Muara Labuh

No | Uraian Page Realisasi Sisa
Pemeliharaan

1 Gedung dan 83.576.000 83.576.000 0
Bangunan
Pemeliharaan

2 Gedung dan 34.500.000 34.500.000 0
Bangunan
Pemeliharaan

3 Peralatan dan 110.614.000 109.795.794 818.206
Mesin

JUMLAH 228.690.000 227.871.794 818.206

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Muara Labuh

Untuk mendukung pelayanan prima serta untuk meningkatkan
mutu pelayanan terhadap masyarakat dan peningkatan akses masyarakat
pada keadilan (access to justice), Mahkamah Agung melalui Perma Nomor
3 Tahun 2018 Jo Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan
Persdidangan di Pengadilan Secara Elektronik (e-Court) atau yang lebih
dikenal dengan Peradilan Elektronik yang memanfaatkan kemajuan
Teknologi Informasi (TI) telah mewajibkan seluruh peradilan di Indonesia
untuk menerapkan Perma ini, dimana Aplikasi ini terdiri dari tiga fitur
utama, yakni pendaftaran perkara (e-filing), pembayaran uang panjar biaya
perkara (e-payment) serta penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan
persidangan secara elektronik (e-summons).

Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 Jo Perma No. 1 Tahun 2019
tidak hanya terbatas pada berkas pengajuan permohonan dan gugatan, namun
juga terhadap jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, penerbitan salinan
putusan, dan tata kelola administrasi yang seluruhnya dilakukan secara
elektronik/online.

Pengadilan Agama Muara Labuh adalah salah satu badan Peradilan di

bawah Mahkamah Agung RI, berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama
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Padang, yang berfungsi memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat telah
pula berupaya melaksanakan PERMA ini dengan melakukan beberapa langkah
sebagai berikut :

1. Telah menunjuk pegawai yang ditugaskan sebagai penanggung jawab

username dan pasword e-court Mahkamah Agung RI

2. Telah mengirimkan rekap data pegawai yang ditugaskan sebagai
penanggung jawab username dan pasword e-court Mahkamah Agung RI
Telah melakukan konvigurasi pada e court Mahkamah Agung RI
Telah mengaktifkan SIPP lokal versi 5.3.1
Telah memiliki rekening untuk penampung biaya perkara pada bank mitra.
Telah mengajukan Akun Virtual dan Kode CID ke Bank Mitra

Telah mengajukan permohonan aktivasi e-court MA RI ke Dirjen Badilag.

©® N o oW

Telah aktifnya e-court Pengadilan Agama Muara Labuh pada bulan
Desember 2018.

Gambar 4.1 : e-Court Pengadilan Agama Muara Labuh

- Implementasi SIPP di Pengadilan Agama Muara Labuh

Dewasa ini internet sudah digunakan baik di instansi
pemerintahan maupun swasta sebagai media yang memudahkan dalam
pelayanan publik, menyampaikan informasi, urusan bisnis dan lain-lain.
Dengan demikian internet merupakan salah satu teknologi informasi yang

berperan sangat penting dalam segala kegiatan atau seluruh sektor
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kehidupan, dan mempunyai andil besar dalam mereform sistem informasi,
struktur operasional dan manajemen dalam suatu organisasi, tanpa
terkecuali sistem peradilan termasuk Peradilan Agama Muara Labuh yang
berbasiskan pelayanan publik.

Penerapan Teknologi Informasi (TI) dilingkungan Peradilan Agama
Muara Labuh memprioritaskan reformasi manajemen di bidang aparatur
peradilan, manajemen perkara, transparansi, akuntabilitas, dan akses
terhadap informasi peradilan, manajemen keuangan serta inprastruktur
dan pengawasan serta sanksi.

Penerapan Teknologi Informasi (TI) dibadan Peradilan
mempertimbangkan dinamika dan perubahan yang potensial terjadi,
khususnya dalam memandu perubahan yang dilakukan secara radikal
dalam proses kerja yang selama ini berlaku. Sehingga, perlu ada usaha
serius untuk mengatasi in-efisiensi dan potensi penyalahgunaan
kewenangan akibat kelemahan regulasi dan aturan main formal yang
berlaku. Dengan kata lain, perlu ada kejelasan arah strategis yang
digunakan sebagai dasar untuk merumuskan dan menentukan peran dan
posisi Teknologi Informasi (TI) sebagai instrumen pendukung yang
strategis dalam melakukan modernisasi badan peradilan.

Selain itu Mahkamah Agung merasa perlu untuk melakukan
sinkronisasi antara peran dan dukungan teknologi terhadap regulasi yang
berlaku dalam badan Peradilan. Adapun penerapan Teknologi Informasi
(TI) di Pengadilan Agama Muara Labuh dapat dirumuskan sebagai sarana
pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini :

a. Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses
terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar
pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya.

b. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses
atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi,

permintaan informasi, dan kesaksian.
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c. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan,
yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya
dengan proses berbasis komputer.

d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan
menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan
pemantauan dan kontrol atas kinerja.

e. Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi, yaitu
dengan berusaha menyediakan fasilitas e-learning atau
pembelajaran jarak jauh hal ini sudah dimulai di tingkat

pusat/eselonl.

Hal-hal di atas saling berkaitan erat ,sehingga ada kebutuhan untuk
mengelola informasi dalam lembaga peradilan secara terintegrasi. Untuk
mencapai efisiensi pembiayaan maupun efektivitas pengelolaan fasilitas
Tekonologi informasi (TI) yang terintegrasi, penyediaan dukungan
Tekonologi informasi (TI) bagi seluruh lini organisasi peradilan akan
diberikan secara terpusat. Semua unit organisasi di Mahkamah Agung RI
dan badan-badan peradilan di bawahnya akan diberikan akses pada suatu
sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui
suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia.

Ada dua aplikasi disetiap peradilan yaitu aplikasi manajemen
perkara(case management) dan aplikasi untuk manajen menaktivitas di
pengadilan (court management). Aplikasi untuk manajemen perkara (case
management) akan membantu antara lain: pengaturan distribusi dan alur
perkara, akses para hakim dan panitera, serta perubahan status putusan.
Sementara itu, aplikasi untuk manajemen pengadilan (court management)
meliputi manajemen sumber daya yang dipakai untuk melakukan proses
persidangan. Sumber daya tersebut antara lain mencakup panitera,ruang
sidang, maupun penghadiran saksi dan penyediaan akses kepengadilan.

Dukungan Teknologi Informasi (TI) untuk manajemen Sumber

Daya Manusia (SDM) akan mencakup manajemen personalia, aktivitas
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promosi-mutasi-rotasi, pendidikan dan pelatihan, penyediaan fasilitas
untuk pembelajaran, misalnya e-learning danmodul belajar mandiri untuk
topik-topik tertentu sehingga pengetahuan hakim dana paratur peradilan
lebih merata, sampai penilaian kinerja serta pengenaan tindakandan
pemberian  sanksi.Beberapa aspek yang mempunyai kaitan dengan
dukungan Teknologi Informasi (TI) bagi manajemen Sumber Daya Manausi
(SDM) akan bersifat lintas satuan Kkerja, seperti pelaksanaan pendidikan
dan pelatihan serta penilaian kinerja.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3528/DjA/HM.02.3/X11/2018
tanggal 17 Desember 2018 peihal Tindak Lanjut Hasil Penilaian Website,
dengan adanya bimbingan dari Pengadilan Tinggi Agama Padang Bidang
Teknis Pengelolaan Website Pengadilan Agama se Sumatera Barat pada har
Rabu-Jum’at, 26-28 Desember 2018 di Hotel Pangeran City Padang dapat
memantapkan bagi SDM Pengadilan Agama Muara Labuh dalam
pengelolaan Teknologi Informasi, antara lain :

a. Aplikasi untuk manajemen keuangan akan mencakup aspek
keuangan dan akuntasi, perencanaan anggaran dan
pemantauan pencapaiannya, manajemen aset dan hal-hal
relevan lainnya. Saat ini, aplikasi untuk keperluan tersebut
diatas, disediakan oleh Kementerian Keuangan RI.

b. Hal ini sangat revelan sekali dengan surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang
Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan telah diganti dengan
SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011, maka Pengadilan
berkewajiban untuk memberikan informasi yang seluas-
luasnya kepada masyarakat sebagaimana bunyi pasal2 Bagian
Pertama dalam keputusanini, bahwa setiap orang berhak
memperoleh informasi dari Pengadilan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini
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merupakan upaya strategis untuk mengembangkan informasi
Pengadilan tentang pelayanan publik berbasis kebutuhan
masyarakat dan diharapkan makin mendekatkan Pengadilan

dengan masyarakat pencari keadilan.

- Pengembangan Teknologi Informasi di PA Muara Labuh

Sejak diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang
Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang kemudian digantikan
dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/
SK/1/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan, Pengadilan Agama Muara Labuh telah
mendayagunakan teknologi informasi (TI) sebagai sarana dalam
memberikan layanan informasi yang diperlukan internal organisasi
maupun para pencari keadilan.

Pengadilan Agama Muara Labuh sejak tahun 2013 telah
melakukan beberapa kegiatan dalam meningkatkan pelayanan
informasi publik, salah satu kegiatan tersebut adalah meningkatkan
sarana dan prasarana Teknologi Informasi berupa perangkatkeras
(hardware) dan perangkat lunak (software) yang ada di Pengadilan
Agama Muara Labuh yaitu:

a. Perangkat Keras

Tabel 4.21 : Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi PA Muara Labuh

No Jenis peralatan LU eles Jumlah @ Ket
B  RR RB
Local Area Network
1 |/LAN 1 1
2 | Server 2 2
3 | PC Unit untuk SIPP 7 7
4 | Laptop untuk SIPP 5 5
5 | TV Media Informasi 2 2
6 | Printer 5 5
7 | Router 1 1
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8 | CCTV 1 1

9 | Mesin Absensi 2 2
b 10 | Audio Mixing Console| 1 1
. Perangkat Lunak

Perangkat lunak (Software) pada Pengadilan Agama

Muara Labuh sampai akhir tahun 2023 terdiri dari

1.

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
Adalah aplikasi yang mengadministrasikan proses
berperkara tingkat pertama di PengadilanAgama Muara
Labuh;

Aplikasi Touch screen Informasi Perkara

Adalah Aplikasi yang terletak dalam media informasi
Publik dalam alat Touch Screen (Kios-K) dalam
menginformasikan tentang proses perkara yang ada di
Pengadilan Agama Muara Labuh.

Website resmi Pengadilan Agama Muara Labuh

Dengan mengikuti perkembangan zaman, Pengadilan
Agama Muara Labuh juga telah memiliki sebuah portal
online yang memberikan informasi seputar Pengadilan
Agama Muara Labuh. Website resmi ini sudah dibangun
sejak tanggal 7 Juli 2009 dengan alamat Error! Hyperlink
reference not valid._dan terus mengalami perkembangan
sesuai dengan tuntutan zaman.

Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
(JDIH)

Untuk memenuhi kewajiban dalam pembuatan website
Jaringan Dokumentasi danl nformasi Hukum (JDIH), maka
Pengadilan Agama Muara Labuh sejak tanggal 7 Juli 2009
telah membangun sebuah aplikasi berbasis web. Aplikasi

bisa diakses di alamat web www.pa-muaralabuh.go.id/jdih

Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
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10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

(JDIH) ini secara resmi dilaunching oleh Ketua Pengadilan
Agama Muara Labuh sejak tanggal 7 Juli 2009.

Aplikasi Antrian sidang (Sidang ,Pendaftaran / Mengajukan
Perkara Baru ,Kasir dan Akta Cerai).

Aplikasi Komdanas (Komunikasi Data Nasional Mahkamah
Agung).

Aplikasi SMART

Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP).

Sistem Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama
(SIMTEPA).

Aplikasi Update SIKEP ( ABS).

Aplikasi E-Kinerja.

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tata Laksana Badan
Peradilan Agama (SIMTALAK).

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTTI)

Sistem Aplikasi Disposisi Elektronik Web dan Android
(SADEWA).

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN).
Aplikasi e-BIMA.

Aplikasi Electronic Integrated Planning System (E-IPLANS).
Aplikasi Sistem Evaluasi dan Monitoring Akuntabilitas
Kinerja (SEMAR).

Aplikasi Si Apel dan Si Rindang.

Aplikasi Si Padati.

Aplikasi Si Hari.

Aplikasi Si Lintas.

Aplikasi Si Ika.
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BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan pengadilan adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi
masyarakat, Khususnya pencari keadilan, yang disediakan oleh
Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip
pelayanan publik. Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK KMA
No. 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi
di Pengadilan dan KMA No. 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan.

Pelayanan prima ini harus ditingkatkan di seluruh
pengadilan terutama pada pelayanan yang masih mendapatkan
keluhan publik seperti jadwal sidang, layanan informasi di
pengadilan, pungutan liar dan lain sebagainya.

Area pelayanan publik sudah menjadi fokus dari perubahan
yang ingin dilakukan oleh Mahkamah Agung, hal ini tercantum
dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2035 Mahkamah
Agung, dimana pelayanan publik masuk area perubahan Nomor 8.
Untuk pelayanan publik ini, Mahkamah Agung membuat 5 program
reformasi birokrasi yaitu:

1. Standar pelayanan;

2. Budaya pelayanan prima;

3. Pengelolaan pengaduan;

4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan, dan
5

Pemanfaatan teknologi informasi.
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Gambar 5.2 : Sarana Bermain Anak
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Gambar 5.3 : Sarana PTSP

-

Gambar 5.4 : Mushalla
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A. Pembangunan Zona Integritas

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal
mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan
terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Pengadilan Agama
Muara Labuh yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat
melayani masyarakat secara cepat, tepat,dan professional dalam
mewujudkan  good governance dan clean government
menuju aparatur Pengadilan Agama Muara Labuh yang bersihdan
bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta
meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam
perjalanannya, terdapat kendala yang dihadapi diantaranya adalah
penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, diskriminasi dan
lemahnya  pengawasan. Guna  menghilangkan  perilaku
penyimpangan aparatur tersebut telah dilakukan langkah-langkah
strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK).

Penetapan Satker sebagai WBK dimaksudkan sebagai
kompetisi dan menjadi area percontohan penerapan pelaksanaan
reformasi birokrasi pada Satker-satker di lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya melalui pembangunan
Zona Integritas dengan menerapkan instrumen Zona Integritas
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di
lingkungan Instansi Pemerintah, yang meliputi 6 area perubahan
bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan
Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan
Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, 23
kegiatan dan 73 indikator.

Minimnya Satker yang diusulkan sebagai WBK karena
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kesulitan dalam penerapan indikator sebagaimana yang diatur
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tersebut antara lain
indikator kurang relevan dan belum sesuai dengan tupoksi
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dan laporan
hasil pelaksanaan reformasi birokrasi Mahkamah Agung serta
keterbatasan data pendukung, hal ini disebabkan Kkarena
pemberlakuan  indikator tersebut diperuntukkan secara
generik/universal untuk seluruh Kementerian/Lembaga. Oleh
karena itu diperlukan indikator spesifik/khusus yang mengatur
pelaksanaan Zona Integritas di lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan di Bawahnya agar dapat mempercepat
pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sehubungan dengan upaya membangun Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) yang berbasis integritas, sebagaimana diuraikan tersebut
di atas, Pengadilan Agama Muara Labuh yang menyelenggarakan
fungsi Pengadilan Agama Muara Labuh yang bersih akan menyusun
Laporan hasil Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM), yang merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
lingkungan Instansi Pemerintah. Laporan hasil yang disusun ini
akan menjadi pedoman bagi Pengadilan Agama Muara Labuh
dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang

perlu dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan, yaitu:
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Penyusunan Tim Kerja dilakukan dengan memperhatikan
hal- hal berikut:

a) Pengadilan Agama Muara Labuh telah membentuk Tim
Kerja untuk melakukan pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM. Berikut dokumentasi pembentukan
tim Kkerja dan susunan Tim Kerja Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di
Lingkungan Pengadilan Agama Muara Labuh berdasarkan
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor
W3-A9/125/Kp.02.1/1/2023 tanggal 11 Januari 2023, lalu
mengalami perubahan dengan Surat Ketua Pengadilan
Agama Muara Labuh Nomor W3-A9/547/Kp.02.1/111/2023

tanggal 24 Maret 2023.

Gambar 5.5 Rapat penyusunan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas
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Gambar 5.6 Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labu tentang Pemb(-e; I;erja
b) Penentuan aparatur tim selain pimpinan dipilih
melalui prosedur/mekanisme yang jelas. Selain pimpinan,
penentuan anggota tim kerja dilakukan melalui mekanisme
yang telah ditetapkan seperti memperhatikan kompetensi,
memahami tusi, berdedikasi, tidak bermasalah, tidak pernah
melakukan tindak pidana serta pelanggaran kode etik dan
disiplin. Mekanisme penentuan anggota tim kerja tertuang
dalam Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh
Nomor W3-A9/208/Kp.01.3/11/2023 tanggal 1 Februari
2023.
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FENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Gambar 5.7 Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh tentang Mekanisme dan Kriteria

Pembentukan Tim Kerja ZI

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat
dan peningkatan akses masyarakat pada keadilan (access to justice).
Direktur Jendral Badan Peradilan Agama melalui Surat Keputusan
Nomor 1403.b/ DJA/SK/0T.01.3/2018 tentang Pedoman
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Agama. atau
yang lebih dikenal dengan PTSP yang bertujuan memberi
kemudahan bagi masyarakat dalam menadapatkan pelayanan di
Pengadilan Agama, dimana ketika masyarakat berurusan dengan
pengadilan bisa terlayani dalan satu kesatuan akses secara
terintegrasi dan mudah.

PTSP ini disamping mendapatkan layanan dari internal
pengadilan juga melibatkan pihak ekternal. Oleh sebab itu
Pengadilan Agama Muara Labuh telah berupaya melaksanakan

PTSP dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut :
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1. Telah berupaya menyediakan SDM (supervise), sarana dan

prasarana untuk menunjang PTSP.
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Gambar 5.8 : Petugas, Sarana dan prasarana PTSP

2. Telah melakukan kerjasama dengan pihak bank mitra agar
menyediakan Cast Management Syistim (CMS) dan Elektronic
data Capture (EDC).

Gambar 5.9 : kerjasama dengan pihak bank mitra |
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C. Inovasi Pelayanan Publik
1. Ruang Taman Tunggu
Taman tunggu hijau ini digunakan untuk memfasilitasi
keterbatasan ruang tunggu indoor bagi masyarakat pencari

keadilan

Gambar 5.10 : Taman Tunggu

2. E-PAPAERA

Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah para pencari keadilan
untuk membayar biaya perkara melalui mesin EDC dikarenakan jauhnya Bank

dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

—
RPN o s N
Gambar 5.11: Mesin EDC BRI
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3. PTSP YAKIN PARALU

PTSP YAKIN PARALU ini merupakan Pelayanan Keliling
Pengadilan Agama Muara Labuh bekerja sama dengan Kantor
Camat Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan yang
dilaksanakan sekali sebulan, inovasi PTSP YAKIN PARALU ini

memberikan pelayanan berupa : 1. Pemberian Informasi, 2

Pendaftaran Perkara, dan 3. Pengambilan Produk.
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Gambar 5.12 : Yakin Paralu

4. SIAPEL DAN SI RINDANG
SI APEL ini merupakan Aplikasi yang digunakan dalam
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pelayanan PTSP di Pengadilan Agama Muara Labuh. setiap orang
yang berurusan melalui PTSP PA Muara Labuh akan diarahkan
menggunakan aplikasi ini, sehingga dibagian PTSP datanya sudah

terintegrasi dengan aplikasi E-Antrian PTSP

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Antrian Saat ini
Meja1 - Nomor 4

Nomor Antrian : B4

Gambar 5.14 Tampilan Aplikasi Si APEL dan Si Rindang

SI RINDANG ini merupakan Aplikasi yang digunakan
untuk memanggil para pihak yang akan bersidang secara audio
oleh panitera sidang melalui perangkat komputer yang terdapat
di meja panitera sidang.

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Muara Labuh masih
menggunakan 8 inovasi pelayanan, dan menetapkan 1 (satu)
Inovasi pelayanan sebagai berikut :

1. Pelayanan Keliling Pengadilan Agama Muara Labuh (YAKIN
PARALU), sesuai dengan keputusan Ketua Pengadilan Agama
Muara Labuh Nomor W3-A9/956/0T.01.3/1X/2021, tanggal
17 September 2021.

2. Sistem Antrian Pelayanan (SIAPEL), sesuai dengan
keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor
W3-A9/968/HK.05/1X/2021, tanggal 22 September 2021.

3. Sistem Antrian Persidangan (SIRINDANG), sesuai dengan
keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor

W3-A9/968/HK.05/1X/2021, tanggal 22 September 2021.
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4. Sistem Informasi Pelayanan Data Terintegrasi (Si Padati)
dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Solok Selatan, keputusan Ketua Pengadilan
Agama Muara Labuh Nomor W3- A9/521/Hk.05/1V /2022
tanggal 04 April 2022.

5. Sistem Hitung Panjar Biaya Perkara Secara Mandiri (Si Hari),
keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor
W3-A9/689/Hk.05/VI/ 2022 tanggal 03 Juni 2022.

6. Elektronik Tata Kelola Arsip (E TAKESI), sesuai dengan
keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor
W3-A9/869/HK.05/VI11/2022, tanggal 1 Juli 2022.

7. Sistem Informasi Layanan Informasi Penyandang Disabilitas
(Si Lintas) keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh
Nomor W3-A9/1419/Hk.05/XI1/2022 tanggal 01 Desember
2022.

8. Sistem Informasi Kumpulan Aplikasi (Si Ika) keputusan
Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor W3-
A9/1420/Hk.05/XI1/2022 tanggal 01 Desember 2022.

9. Sistem Pelayanan Disabilitas dan Kelompok Rentan
(SIPATAS KEREN) berdasarkan keputusan Ketua Pengadilan
Agama Muara Labuh Nomor W3-A9/1013/Hk.05/VIII/2023
tanggal 31 Agustus 2023.
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BAB VI
PENGAWASAN

A. INTERNAL

Dalam sebuah instansi atau organisasi, perlu adanya
pengawasan dan evaluasi. Kegiatan dari pengawasan itu sendiri
berfungsi untuk mengaudit, mereviu, mengevaluasi terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi untuk masing-masing
bidang/bagian dalam rangka memberikan keyakinan yang
memadai bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai tolak
ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk
mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Dalam dalam perspektif terminology internal Mahkamah
Agung RI sendiri Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok
manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas
yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya
sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Dengan demikian,
pengawasan merupakan salah satu unsur manajemen yang harus
dijalankan dengan sungguh-sungguh agar organisasi dapat berjalan
dan berkesinambungan.

Di dalam lingkungan peradilan, pengawasan internal dikenal

2 (dua) jenis pengawasan yaitu :

1. Pengawasan Melekat (WASKAT).

Pengawasan dari atasan langsung terhadap bawahannya,
baik secara preventif maupun represif, agar pelaksanaan tugas
setiap individu dan kolektif berjalan sesuai dengan rencana
kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah
dilakukan secara rutin setiap bulan dan secara berkala, disamping
itu juga dilakukan dengan cara mengadakan rapat-rapat

rutin/berkala, rapat pimpinan dan musyawarah setiap
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permasalahan yang timbul serta mengawasi dan mengevaluasi

tugas-tugas pokok peradilan.

2. Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid).

Hawasbid melakukan Pengawasan secara berkala 1 x 3
bulan atau 4 kali dalam satu tahun, sesuai dengan bidang yang telah
ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh, dan kemudian
Hawasbid menyampaikan laporannya kepada Ketua melalui Wakil
Ketua untuk ditindak lanjuti.

Ketua Pengadilan membuat laporan tindak lanjut atas
temuan dari Hawasbid tersebut untuk diakukan perbaikan atas
temuan Hawasbid oleh Person In Change (PIC) masing-masing.

L. Maksud dan Tujuan Pengawasan.
a. Maksud Pengawasan.

Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk :

- Memperoleh informasi apakah penyelengaraan teknis
peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan
pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan
sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

- Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan
dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.

- Mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi dan
ketidak efisienan penyelenggaraan peradilan.

- Menilai kinerja terhadap pelaksanaan tugas.

b. Tujuan Pengawasan.

Pengawasan  dilaksanakan untuk mengetahui
kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan
pertimbangan bagi pimpinan pengadilan untuk menentukan
kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut

pelaksanaan tugas peradilan, tingkah laku aparat peradilan
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11

111

dan kinerja pelayanan publik peradilan.

Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan meliputi :

a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai
dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara
tertib sebagaimana medtinya, sehingga aparat peradilan
melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

c. Menjamin terwujudnya pelayanan public yang baik bagi
pencari keadilan yang meliputi kualitas putusan, waktu
penyelesaian perkara yang cepat dan biaya berperkara
yang murah.

Sasaran dan Ruang Lingkup Pengawasan

Dalam rangka melaksanakan pengawasan internal
tersebut, Pengadilan Agama Muara Labuh telah melakukan
pengawasan atas jalannya peradilan terhadap pelaksanaan
tugas dan juga terhadap tingkah laku Hakim, Panitera,

Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Purusita Pengganti

serta pegawai lainnya sesuai maksud pasal 53 ayat 1 s/d 5

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Nomor KMA/080/SK

/VII/2006. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan meliputi

bidang :

1. Manajemen Peradilan.

Terkait dengan Manajemen Peradilan Agama Muara Labuh,

Hawasbid telah melakukan koreksi dan bimbingan yang

meliputi :

» Program kerja dan pencapaian target kerja.

» Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas
peradilan.

» Penggunaan dan pemanfaatan sarana pendukung
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2.

3.

4,

pelaksanaan tugas.
» Mengawasi pelaksanaan tugas peradilan.
Pelayanan Publik (PTSP).
Terkait dengan bidang pelayanan publik, Hawasbid telah
melakukan koreksi dan bimbingan yang meliputi :
Pengelolaan Manajemen.
Mekanisme pengawasan.
Pengembangan sumber daya manusia.
Tingkat kedisiplinan.

Ketertiban dan kebersihan.

YV V. V V V V

Pengadaan dan pemeliharaan inventaris yang

menunjang pelayanan publik.

» Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara,
pelayanan dan tingkat pengaduan masyarakat.

Administrasi Persidangan dan SIPP.

Hawasbid administrasi persidangan telah melakukan

koreksi dan bimbingan dalam hal :

Berita Acara Sidang dan minutasi perkara.

» Penetapan Majelis Hakim.
» Penetapan Hari Sidang.

» Panggilan para pihak.

» Persidangan.

>

>

Pengidian dan pengelolaan aplikasi SIPP.

Administrasi Laporan dan Arsip Perkara.

Pengawas bidang administrasi laporan telah melakukan
koreksi dan bimbingan yang terkait bidang pelaporan
perkara diantaranya laporan perkara banding, kasasi, PK,
eksekusi dan laporan tahunan serta penertiban arsip
perkara.

Keuangan Perkara.

Pengawas bidang telah melakukan bimbingan dan koreksi
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6.

di bidang administrasi keuangan perkara, buku induk
keuangan perkara (gugatan/permohonan), buku jurnal
banding, kasasi, PK dan eksekusi.

Administrasi Kesekretariatan

Pengawas bidang telah melakukan bimbingan dan koreksi
di bidang administrasi kesekretariatan di bagian umum
dan keuangan, kepegawaian dan ortala, perencanaan dan
IT.

Pengawasan internal oleh Pengadilan Agama Muara Labuh
dilakukan dengan 1 (satu) system pengawasan, yaitu
pengawasan dan pembinaan langsung ke obrik dan telah
dilaksanakan empat kali dalam setahun.

Pengawasan dilakukan berdasarkan Keputusan Ketua

Pengadilan Agama Muara Labuh sebagai berikut :
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Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh
Nomor W3-A9/526/Kp.04.5/111/2023, tanggal 21 Maret 2023 tentang
Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Tahun 2023

Tabel 6.1 : Penunjukan Hakim Pengawas Bidang

No

Nama

Bidang Pengawasan

Syahrullah, S.H.I., M.H.

Koordinator Hakim Pengawas

Rizki Elia, S.H.IL.

1.

Administrasi Umum.

e Kepegawaian

Keuangan

Inventaris

Perpustakaan, tertib persuratan dan
perkantoran

. Kinerja Pelayanan Publik.

e Pengelolaan manajemen

e Mekanisme pengawasan

e Kepemimpinan

¢ Pembinaan dan pengembangan sumber daya

manusia

Pemeliharaan/perawatan inventaris

e Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan,
kebersihan dan kerapihan

e Kecepatan dan ketepatan penanganan
perkara

e Tingkat pengaduan masyarakat

e Pengelolaan Teknologi dan Informasi
website dan media social.

Rifka Zainal, S.H.I., M.A.

. Manajemen Peradilan.

Program Kerja
Pelaksanaan/pencapaian target
Pengawasan dan pembinaan
Kendala dan hambatan
Faktor-faktor yang mendukung
Evaluasi kegiatan

. Administrasi Perkara.

Prosedur penerimaan perkara

Prosedur penerimaan permohonan banding
Prosedur penerimaan permohonan kasasi
Prosedur penerimaan permohonan
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peninjauan kembali

¢ Keuangan perkara

e Pemberkasan perkara dan kearsipan

e Pelaporan

3. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan

Putusan.

e Sistem pembagian pembagian perkara dan
penentuan majelis hakim

e Kepetapan waktu pemeriksaan dan
penyelesaian perkara

e Minutasi perkara

e Pelaksanaan putusan (eksekusi).

Hasil temuan pengawas dilaporkan oleh Hakim Pengawas Bidang
kepada pimpinan melalui Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh selaku
koordinator pengawasan setiap 3 (tiga) bulan dan selanjutnya ditindaklanjuti
oleh masing-masing pegawai sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pengawasan adalah salah satu fungsi pokok manajemen untuk
menjaga dan mengendalikan agar setiap tugas yang telah direncanakan dapat
berjalan sebagaimana mestinya. Dari sekian bentuk pengawasan, maka
pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan itu
sendiri.

Dalam membantu pimpinan melakukan pengawasan dibidang perkara
dan kelancaran tugas kesekretariatan untuk tahun 2023, Ketua Pengadilan
Agama Muara Labuh menunjuk/menetapkan susunan Hakim Pengawas

Bidang sebagaimana tersebut di atas.

B. EVALUASI

Pengawasan sebagai sub-sistem dari sistem manajemen telah
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan internal di
Pengadilan Agama Muara Labuh meliputi pengawasan dan pembinaan di
bidang tupoksi serta pengawasan melekat. Pengawasan dan pembinaan pada
masing-masing bidang dilaksanakan sebanyak 4 kali.

Khusus pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsungnya

juga terlaksana secara rutin dan hasilnya cukup baik, karena terkait dengan
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disiplin pegawai yang diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun
2010 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021,
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan untuk hakim diatur oleh
Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial
tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Evaluasi terhadap kinerja masing-masing hakim dan pegawai
dilakukan secara rutinitas dalam bentuk rapat bulanan, dimana Ketua,
Panitera dan Sekretaris membuat rekapitulasi capaian penyelesaian

pekerjaan dan menyampaikan dalam rapat tersebut, seperti halnya:

®

Prosentase penyelesaian perkara oleh masing majelis per bulan.
b. Prosentase penyelesaian perkara 0 s/d 3 bln dan < 5 bln serta
diatas 5 bln.
c. Prosentase perkara putus yang telah diminutasi 0 s/d 7 hari, 8 s/d
14 hari, dan < 1 bln.
d. Penyelesaian BAS oleh Panitera Pengganti (sebelum sidang
berikutnya).
e. Prosentase perkara putus yang masuk arsip (arsip aktif atau arsip
statis).
f.  Prosentase Putusan yang telah dianonimasi dan telah diupload
pada direktor Putusan Mahkamah Agung RI.
g. Update SIKEP, SIMTEPA, dan SIMAK-BMN.
h. Capaian realisasi anggaran DIPA 01 maupun DIPA 04.
i.  Upload data perkara pada SIPP.
Dari uraian tersebut di atas, secara umum pengawasan internal telah
dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun

ada kekurangan-kekurangan yang akan disempurnakan.
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BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya

dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1.

B. SARAN

Pengadilan Agama Muara Labuh secara umum telah dapat
melaksanakan tugas pokok dan tugas penunjang dengan baik
sesuai dengan rencana yang telah disusun dan ketentuan
berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas terdapat hambatan dan tantangan
namun dapat dilalui berkat kerjasama yang baik dari seluruh
aparat Pengadilan Agama Muara Labubh.

Tingkat capaian penyelesaian perkara pada tahun 2023
adalah sebesar 99,72 % (347 perkara) dari seluruh jumlah
perkara yang ditangani yaitu sebanyak 348 perkara.

Realisasi Anggaran DIPA.005.01 tahun 2023 dengan rincian
Belanja Pegawai sebesar 99,75%, Belanja Barang sebesar
98,31% dan Belanja Modal sebesar 99,63%.

Realisasi Anggara DIPA005.04 tahun 2023 sebesar 99,96%
dengan rincian :

a. Pembebasan Biaya Perkara sebesar 100%.

b. Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung sebesar 100%.

c. Pelaksanaan Posbakum sebesar 99,9%.

1. Diharapkan dapat alokasi anggaran untuk pembangunan sarana

lingkungan (taman dan tempat parkir) pengembangan ruang

sidang.
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2. Diharapkan pengisian jabatan pada Pengadilan Agama Muara
Labuh yang saat ini masih kosong sebagai beikut:

— Sekretaris.

— Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan

Pelaporan.

— Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana.

— Panitera Pengganti.

— Jurusita

Berdasarkan hal tersebut penambahan pejabat/pegawai di

Pengadilan Agama Muara Labuh adalah sangat urgent demi

keberlangsungan organisasi kedepan.

3. Dalam meningkatkan sumber daya manusia, diupayakan dan
diberi kesempatan untuk memaksimalkan bimbingan teknis dan
pembinaan secara berkala merata guna kelancaran tugas.

4. Diperlukan adanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang
lebih maksimal antar Pengadilan Agama di bawah pembinaan
dan pengawasaan Pengadilan Tinggi Agama Padang

5. Pengadilan Agama Muara Labuh masih belum memiliki rumah
dinas yang representatif untuk, pimpinan dan hakim, harapan
yang sangat besar agar péngalokasian anggaran untuk
pembangunannya segera terealisasi.

Demikian laporan tahunan ini dibuat untuk dapat dijadikan
bahan informasi dan evaluasi bagi seluruh stake holder sehingga
pelaksanaan tugas untuk masa yang akan datang dapat menjadi lebih
baik.

Muara Labuh,29 Desember 2023

A
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Daftar Lampiran

o SK. Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 1366/KPA.W3-
A9/0T1.6/X11/2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Penunjukan
Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama

Muara Labuh Tahun 2023.

e Dokumen Rapat Tim Penyusun Laporan Tahunan Pengadilan Agama

Muara Labuh Tahun 2023 tanggal 21 Desember 2023.
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PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Nomor 1366/KPA.W3-A9/0T1.6/XI1/2023
TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2023

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

a.

o

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang
memberlakukan Buku I pada Bagian Ketiga { Prosedur
Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan);

Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Kegiatan pada Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2023
dipandang perilu  menunjuk Tim Penyusun Laporan
Pelaksanaan Kegiatan dimaksud;

Bahwa Pejabat / Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut
dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap
untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan
Kegiatan pada Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara { Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2003
Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286 );

Undang-Undang  Nomor 1  Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5 );

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah:

Surat Sekretaris Mahkamsah Agung RI Nomor
4108/SEK/OT1.6/12/2023, tanggal 1S Desember 2023 tentang
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023;

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 Nomor DIPA-
005-01.2.401990/2023 tanggal 30 November 2022 dan Nomor
DIPA-005-04.2.401991/2023 tanggal 30 November 2022;
Keputusan Rapat Aparatur Pengadilan Agama Muara Labuh
tanggal 21 Desember 2023.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2023

Mengangkat Pejabat / Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut
dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan
Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2023
Menunjuk/menugaskan Tim Penyusun Laporan Pelaksanasn
Kegiatan Tahun 2023 untuk melaksanakan tugas sesuai Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari



Keempat

terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan.

ST
A}@i% Labuh, 21 Desember 2023,
7 oh

/=
ifaf 2




LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Nomor : 1366/KPA.W3-A9/0T1.6/XII/2023, tanggal 21 Desember 2023
Tentang : Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2023
No Nama/ NP Jabatan dJ}aba% Ket
Kedinasan
1 5 4 5 6
1. | Haris Luthf, S.H1. MA -
NIP. 19820425 200904 1004 Ketua Pengarah
2. | Syahrullah, S.H.I, M.H. : :
NIP. 19801216 200704 1 001 Wakil Ketua Ketua Tim
3 | Asdianto, S.H. Panit .
NIP. 19770513 199703 1 002 anttera Sek,lfgans
4 | Rizki Blia, S.AL =
NIP. 19901118 201712 2 001 Halkim Anggota
5. | Rifka Zainal, S.H.T, M.A )
NIP. 108804272017122901 Hakim Anggota
6 | Safriadi, S.H.I., M.H Panitera Muda A -
NIP. 198710182014031003 Permohonan Anggo
7 | Gerhana Putra, SH. Paniterg Muda -
NIP. 19830611 200904 1 004 Hukum Anggo
8 | Etma Juita, BA, Panitera Muda A%
NIP. 19640616 199302 2 001 Gugatan ggota
9 Hafmat: 4+ 3 3 OO
NIP. 19670815 199203 2 003 FIt. Sekretaris Anggota
10 | Febriana Putri Rahmadayanti, S.T. Pranata Ao
NIP. 19940224 202012 2 002 Komputer “HEE0
11 | Triana Agustin, S.Md.A.B. i
NIP. 19900824 202012 2 004 Arsiparis Anggota
12 | Faisal Oktaranda, .0 :
2 4 Analis Perkarg Anggota
2
NIP. 19931016 202203 1 004 smdgh
13 | Deko Haliansyah, S.H. i N
NIP. 19961229 202203 1 009 Analis Perkara Anggota
Peradilan
14 | Hani Sit Nurweni, A.Md. .. ]
NIP. 19950930 202203 2 006 Jurusita Pengganti | Anggota
15 | Monica Ocrisia Arde, A Md.A.B. . »
NIP. 19991020 202203 2 008 Jurusita Pengganti | Anggota
1 i Vita,
16 E’T?;n_\hta, SE. PPNPN Anggots
17 I{{g Yani, AMd PPNPN Anggota
18 gf_;:fi‘a Astial, S.H.I PPNPN .
= .
19 h;gfafvan, SHI PPNPN Pes—
‘) B T
20 ﬁa?sra, S.M PPNPN Operator




MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREXTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
Jin. Raya Muara Labuh-Padang Aro Km. 12 Ampalu Telp. (0755) 70017 Fax. (0755) 70100

MUARA LABUH - 27776
Email : pa.muaralabuh@pta-padang.go.id

Nomor . 1365/KPA. W3-A9/HM3.1.3/X11/2023 Muara Labuh, 20 Desember 2023,
Sifat :

Lamp. :

Perihal : Undangan Rapat

Kepada Yth :

Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh.
PNS dan PPNPN Pengadilan Agama Muara Labuh

Assalamu’alaikum Wr. Wh.

Dalam rangka Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023, bersama
ini kami undang Bapak dan Ibu untuk mengikuti rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal . Kamis, 21 Desember 2023. |
Jam - 03.30 WIB. ( On time )
Tempat : Ruang Syekh Maulana Sofi Pengadilan Agama Muara Labuh.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasin.




PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

DAFTAR HADIR
Jenis Kegiatan Rapat Dinas
Nama Kegiatan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023.
Hari/Tanggal Kamis, 21 Desember 2023
Waktu 08.30 WIB.
Tempat Ruang Syekh Maulana Sofi Pengadilan Agama Muara Labuh
; Tanda tangan
No Nama Jabatan/Pekerjaan
= /Keterangan
1 2 3
1 | Haris Luthfi, S.H.I, M A. Ketua

2 | Syahrullah, S.H.I, M.H. Wakil Ketua
LA o
3 | Rizki Elia, SHIL Hakim i
4 | Rifka Zainal, SHI, M.A Hakim ,,/
- » \
5 | Asdianto, S.H. Panitera Cg '

6 | Hafhiati.

Pit. Sekretaris

7 | Drs. Nurfadhil

Panitera Pengganti PTA
Padang

57);

3 | Etma Juita, B.A.

Panitera Muda Gugatan

9 | Safriadi, SH.I, M.H. Panitera Muda
Permohonan

10 | Gerhana Putra, S.H. Panitera Muda Hukum

11 | Febriana Putri Rahmadayanti, S.T. | Pranata Komputer




12

Triana Agustin, A.Md.A.B. Arsiparis ﬂ ‘g §-R
13 | Faisal Oktaranda, S.H. Analis Perkara Peradilan J!;/;&
14 | Deko Haliansyah, S.H. Analis Perkara Peradilan <§
15 | Hani Siti Nurweni, A Md Jurusita Pengganti T
Hduro
16 | Monica Ocrisia Arde, AMd.A.B. | Jurusita Pengganti W
N,
A
17 | Rusman Oklaviardi PPNPN 2‘(}/&&/
18 | Nasrul PPNPN _
b\
19 | Jonhendri PPNPN %H
20 | Yuli Sosra, S.M. PPNPN I / w
il
21 | Febrineldi Indrawan, S.H. PPNPN % A
Fii
22 | Yuli Yani, AMd. PPNPN A
Y Wi
23 | Yosri Vita, S.E. PPNPN %
24 | Fitrawati, SHI PPNPN MF
25 | Vivi Susriawati PPNPN
i
26 | Winda Asrial, S.H.I PPNPN w




PENGADILAN AGAMA MU ARA LABUH

AGENDA
L |
Hari/Tanggal/Jam Kamis, 21 Desember 2023 — 08.30 WIB,
Tempat Ruang Syekh Maulana Sofi Pengadilan Agama Muara Labuh
Pimpinan Rapat Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh
Peserta Rapat Aparatur Pengadilan Agama Muara Labuh

Agenda

- Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Muara Labuh

Tahun 2023.




PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal/Jam
Tempat

Pimpinan Rapat
Peserta Rapat
Agenda Rapat

: Kamis, 21 Desember 2023

: Ruang Syeikh Maulana Sofi Pengadilan Agama Muara Labuh
: Ketua dan Waki! Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh

: Hakim, PNS dan PPNPN PA Muara L
: Penyusunan Laporan Pelaksanaan Keg

abuh

iatan Tahun 2023 {(LPKT)

No Uraian
Pembahasan

Hasil Pembahasan

Target
Penyelesaian

Penanggung
Jawab

Tanggal
Penyelesaian
{Status)

1 2

3

4

3

&

1 | Pembukaan

@ Rapat dibuka oieh Panitera Pengadilan
Agama Muara Labuh jam 09.00 WIB.

» Panitera menyerahkan kepada Ketua
dan didampini Wakil Ketua
Pengadilan Agama Muara Labuh
untuk memimpin rapat.

Rapat
Penyusunan
Laperan
Pelaksanaan
Kegiatan
Tahun 2023
(LPKT)

b

@ Penetapan laporan berdasarkan tanggal
deadline : 29 Desember 2023
e Sidang Keliling dan Yakin Paralu
dimasukkan ke dalam Laporan
Tahunan,
» Upload foto setiap kegiatan yang ada
di laporan tahunan_
@ tugas tim untuk memperbaharui dan
melengkapi laporan tahunan.
* Pembagian Tim pengerjaan laporan
tahunan 2023:
> Bagian Kepaniteraan
Bertanggung jawab atas BARB 1T
dan BAB IV, yang beranggotakan
8 orang:
Gerhana Putra, S H.
2. Etmajuita, B.A.
3. Safriadi, SHI, MH
4. Monica Ocrisia Arde, AMd,,
AB.
Hani Siti Nurweni, A Md.
Faisal Oktaranda, S.H.
Deko Haliansyah, S H.
8. Yosii Vita, SE
» Bagian Kesekrstariatan
Beranggung jawab atas BAB III-
1V, yang beranggotakan 6 orang:
1. Hafhiati
Triana Agustin, A.Md., AB.
Febriana Puti R, S.T.
Yuli Yani, A Md.
Fitrawati, S.H.L
6. Winda Asriai, 3.H.

—_—

N o

Mok W

» Operator : Yuli Sora, S M.
> Pengawasan : Hakim |

Pimpinan




® Format Laporan Tahunan Sesuai
dengan SK Sekma nantinya.

Penutup

® Rapat ditutup oleh Panitera Pengadilan
Agama Muara Labuh pada pukul 10.00
WIB.

inda Asrial, S.H.
Notulis

L
Muara Labﬁh;ﬁ_l Desember 2023
Diketé_lhui Oleh,

-

\
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